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ABSTRAK

Tinjauan Hukum Pernikahan Perempuan Yang Masih Dalan Masalddah
( Analisis Terhadap Teori Ibnu Qayyim Al Jauziyyah)
Mayzatul Hanisa

Iddah adalah masa tungggu yang harus dilalui oleh perammasca
perceraian. Seorang perempuan hendaklah melangsunigldah setelah
perceraian untuk bisa melangsungkan perkawinan &rdéngan laki-laki lain.
Dalam Islam ketentuanddah sudah diatur didalam Al-Qur'an dan Sunnah.
Sedangkan dalam peraturan perUndang-Undangan yarigki di Indonesia
masa tunggu atau masa@dah juga diatur dalam Kuhperdata, Undang-Undang
Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridiermatif yang
dilakukan dengan pendekatan perbandingan hukumpeadndang-Undangan
yang diambil melalui sumber Al-Qur'an dan As-Sunrssnita data sekuder dan
data tersier yang diolah menjadi suatu kesimpuédand tinjauan hukum terhadap
pernikahan perempuan yang dalam miastah ( analisis teori lbonu Qayyim Al
Jauziyyah).

Berdasarkan hasil penelitian tetapi kemudian barakbatan-hambatan
yang timbul dari akibat perempuan yang harus manjanasalddah terlebih
dahulu sebelum melangsungkan perkawinan kembalktoFgaktor seperti
ekonomi, dan sosial budaya serta beberapa alasan sreatnya menghasilkan
kemudharatan. Namun perkembangan zaman dan tekrs#dg didasari oleh
beberapa pandangan termasuk pandangan Ibnu Qaygngemai perubahan
hukum dapat menciptakan peluang mengenai aspek-gspeibahan hukum
terhadaplddah Oleh Karena itu perlu adanya gagasan untuk kesnudantinya
dapat dilangsungkan pengkajian mengenai ketetapaalddah apakah nantinya
dapat menjadi salah satu opsi untuk melangsungkarkawinan sebelum
berakhirnya masdddah perempuan demi menghindari hal-hal yang bersifat
kemudharatan tersebut nantinya.

Kata Kunci: Hukum, Pernikahan, Iddah
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamudulillah, Puji dan syukur kehadirat Allah SWVang telah
memberi nikmat yang begitu besar berupa kesehdaselamatan dan ilmu
pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga kanjahiini dapat
diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbeskripsi. Shalawat dan
salam juga dipersembahkan kepada junjungan NabarBelsihammad SAW,
seorang tokoh yang membawa umatnya kejalan yaaggdrenderang sehingga
dirasakan pada masa sekarang ini menjadikan seaapsia berilmu dan berjiwa
seperti seorang pemimpin bagi setiap manusia darbukni ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang halipenuhi untuk
menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada FakuHakum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudtilinjauan Hukum
Pernikahan Perempuan Yang Masih Dalam Masa lddah (Aalisis Terhadap
Teori Ibnu Qayyim Al Jauziyyah)”

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa addmgntuan, perhatian dan
kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukungopatan skripsi ini, baik
moril maupun materil yang telah diberikan dalamygéesaian skripsi ini. Terima
kasih secara khusus dan istimewa dihanturkan kepaday yang paling berjasa
dan paling berpengaruh besar dalam kehidupan gepakni Ibunda tersayang

Hj. Shofiyatul Khairiyah dan Alm. Ayahanda tersagaH. Ruslan Arma yang
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telah berjuang dan berkorban serta mendidik daryowemkan kasih sayang yang
tak terhingga kepada anak-anaknya sebagaimanapgmdjs rasakan selama ini
dari kecil hingga sampai sejauh ini kami beraddudiia ini tanpa ada rasa lelah
dan jenuh. Salut, hormat, bangga serta bahagia likieorang tua yang sangat
sabar, sungguh tegar dan tangguh seperti Ibundanteerdan sosok pemimpin
yang bijak dan kuat serta jiwa yang tangguh danjaderpejuang bagi anak-
anaknya seperti Ayahanda tercinta. Semoga Allah S@&ffantiasa melindungi
dan memberikan kesehatan dan rezeki yang berlirs@aa meridhoi kenikmatan
iman kepada Ibunda dan ayahanda tercinta. Terintallagcapkan yang sedalam-
dalamnya kepada abangda saya Adli Azhari Arma, Muhad Nur Fauzan,
Ahmad Salman Alfarisi, Nauval, Abdullah Muhammadwawi, Muhammad
Yazid Al Anshori, dan kakanda saya Risydatul Wgati yang selalu
mendengarkan keluh kesah, memberikan semangattigaiaghenti serta bantuan
baik berupa moril serta materil sehingga sampapskini terselesaikan. Sekali
lagi saya ucapkan terimakasih teramat mendalamyaBiakata yang tak mampu
diucapkan cukuplah Allah yang menjadi saksi ataggpdbanan dan perjuangan
bagi kedua orang tua, abang-abang dan kakak Ilseltarga saya yang telah
bersedia dan mampu menghantarkan saya hingga sejauh
Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah dimkan ucapan

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitasihsimmadiyah

Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitasnyg dé#drerikan untuk

mengikuti dan menyelesaikan pendidikan programa8arini;
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Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Seradttara Ibu Dr.
Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi sialva Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikiaya jhalnya kepada
Wakil Dekan | Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakiekan IlI Bapak
Zainuddin S.H., M.H;

. Terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaag gatinggi-tingginya di
ucapkan kepada lbu Dra. Hj. Salmi Abbas, M.H selgkeunbimbing dan
Bapak Nurul Hakim, S.Ag.,M.A selaku pembanding, &a®l Umry S.H.,
M.Hum, Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Huselaku dosen
Penasihat Akademik, dan Bapak Faisal Riza S.H., 8&bhgai kepala bagian
perdata saya yang dengan penuh perhatian telah endarb dorongan,
bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh safajar Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantian dorongan
hingga skripsi dapat diselesaikan;

Kepada Sahabat seperjuangan dan seperti keluayga semdiri terutama
Assyafiq Anugrah Putra sebagai teman bertukar gmkidan bersedia
membantu dalam proses penyelesaian skripsi irtia by Putri Ayu, dan
Nursyaidah yang telah bersedia mendengarkan kedshhkdan menemani
bahkan memberikan dorongan dan motivasi kepadalipehaik berupa
materil dan moril tanpa kalian penulis tidak dapainyelesaikan skripsi ini;
Kepada Sahabat yang sudah seperti keluarga sagdi séati,Putri,Nurul

terimakasih sudah menemani saya dari awal kuliatpaaterselesaikannya
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skripsi ini serta tidak pernah lelah mendengarkaglutk kesah dan
memberikan dorongan, motivasi kepada penulis, b&ikupa materil dan
moril serta menjadi pendengar setia bagi penulisadantuan kalian penulis
mungkin tidak dapat menyelesaikan skripsi ini

Terima kasih kepada seluruh teman-teman FakultakutduUniversitas
Muhammadiyah Sumatera Utara kelas B2 angkatan Y& tidak bisa saya
sebut namanya satu persatu atas kebersamaannya getses perkuliahan;
Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapatbdikan satu persatu
yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan @maddikungan sehingga
saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanya sebagai manusia biasa, disadari bskniyesi ini masih jauh

kesempurnaan. Atas bantuan dan dukungan segemang dalam

penyelesaian skripsi ini, namun pada akhirnya peradalah seorang manusia

biasa yang tak luput dari kesalahan maka dari padaiucapkan sekali lagi

ribuan terima kasih kepada semuanya.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 08 Maret 2019
Hormat Saya
Penulis,

MAYZATUL HANISA
NPM: 1506200308
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diantara sekian masalah yang menyangkut hubungi@n aranusia atau
yang sering kali dikenal dengan istilah muamalatigwiyat, masalah perkawinan
(munakahat) dengan segala persoalan yang beraglataisya dalam pandangan
Islam mendapatkan perhatian yang sangat istimevaDiketahui bahwa
perkawinan merupakan suatu bagian dari siklus dandakehidupan dan
perkembangan pada semua makhluk Tuhan Yang MahdiEsana perkawinan
merupakan sebuah langkah untuk menyatukan dua yasenberbeda jenis dalam
satu ikatan suci, guna melestarikan keberlangsuhg@dup manusia serta agar
mencapai kemakmuran dalam kehidupan bermasyarakat.

Undang-Undang Perkawinan menyebutkan tujuan penraawiyakni
membentuk keluarga (rumah-tangga) bahagia dan keMedn tetapi, tidak
selamanya ikatan perkawinan bisa langgeng sampar akyat, meski tujuan
perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yangndrais bahagia sejahtera,
namun tidak menutup kemungkinan antara suami dartegadi konflik, seiring
berjalannya waktu, perkawinan itu mengalami keraliahkan perpisahan, baik
berupa talak maupun ditinggal mati oleh salah gahak karena tidak ada
jaminan sebuah perkawinan dapat berlangsung sé@araonis terus-menerus

karena yang dipertemukan dalam sebuah rumah taadglah dua insan, yang

! Musthafa Kamal Pasha, Dkk. 200Bigih Islam Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri,
halaman 253.



tentu saja memiliki perbedaan-perbedaan, baik |dteftakang keluarga,
pendidikan, maupun kepribadian masing-masing. Maherupakan problematika
yang paling ditakuti oleh para pelaku perkawinagha® hal ini, mempunyai
beberapa konsekuensi yang harus ditanggung bailirasematerial, biologis
sampai psikologis.

Iddah adalah salah satu konsekuensi yang harus dijalketi kaum
perempuan setelah terjadinya perceraian baik c¢alak, maupun cerai akibat
kematian. Arti asal dariddah ialah bilangan, yang kemudian oleh syara’
dimaksudkan sebagai masa yang tertentu yang wdjibgju oleh perempuan
yang cerai atau ditinggalkan oleh suaminya, bdikgljalkan karena cerai hidup
atau cerai mati. Perempuan yang cerai itu adakala®gang dalam keadaan
hamil, dan ada pula yang tidak dalam keadaan Ham#ngan tujuan untuk
mengetahui keadaan rahimnya agar tidak terjadirgrabpuran keturunan atau
untuk berpikir bagi suami. Selain Hukum Islam, Huk@ositif Seperti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dangflasi Hukum Islam
Bahkan Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdatgajmengatur masa
Iddah, yang waktu tunggu ditetapkan berdasarkan klasfigolongan.

Seiring dengan perkembangannya zaman kedudukanmhplsitif dan
hukum Islam mengalami perubahan. Dalam hal ini lpelnan yang dimaksud
meliputi aspek-aspek dalam bidang sosial politik dadaya. Salah satu yang

paling penting adalah bagaimana pola kehidupan sianu

?lbid., halaman 297.



Akibat dari perkembangan tersebut menyebabkan kaggaaspek-aspek
berkehidupan yang turut serta mengalami perubabn permasuk dalam hal-
hal yang berkaitan erat dengan kehidupan misalngsailddah Perkembangan
teknologi menghasilkan beberapa kemungkinan yapatdaerubah kedudukan
hukum terkait pelaksaalddah tersebut.lddah sebagai salah satu syarat untuk
dilangsungkannya perkawinan setelah perceraian ebrang perempuan
mempunyai alasan-alasan kenapa itu harus dilangaaon@lasan utama sebagai
latar belakang kenap&ddah harus dilangsungkan adalah untuk memastikan
sterilnya kandungan rahim seorang perempuan akibdtawinan sebelumnya.
Hal itu penting dikarenakan jika nantinya terbukBorang perempuan yang
melangsungkan perkawinan setelah bercerai diketahengandung, lantas
terhadap siapa nasab anak yang dilahirkan itu mganti Alasan tersebut
menjadikanddah penting dalam kedudukannya.

Kemudian seperti yang telah disebutkan sebelunmkemaajuan teknologi
saat ini yang melingkupi berbagai aspek kehidupamasuk dalam masalah
medis dibidang kehamilan, dengan menggunakan tegnghng tersedia saat ini,
seorang perempuan bahkan bisa memastikan keaddamnya apakah
mengandung atau tidak dengan kurang dari 1 bulahingga disini dalam
penelitian yang ingin dilangsungkan apakah prédésh yang selama ini ada dan
berlaku seiring dengan perkembangan zaman danltgkrszkarang masih terus
harus digunakan atau harus adanya penyesuaian keda@pun syariat Islam
terutama tentang masddah apakah bersifat mutlak yang tidak dapat diganggu
gugat keberadaannya, penulis mencoba melihatyang dikemukakan oleh lbnu

Qayyim Al Jauziyyah terkait keelastisitasan hukusiarh dengan adanya



perubahan zaman, tidak di pungkiri bahwa adanyabadran hukum disebabkan
perubahan zaman dan tempat. Dengan demikian d@gtakhn bahwa fatwa
hukum tidaklah kaku akan tetapi ia bisa berubalstisladan fleksibel sesuai
dengan perubahan waktu, ruang, kondisi, niat, danfaat yang ditimbulkan.
Dalam salah satu kaidah dattgawa’id al-figihiyah yaitutaghayyural-ahkam bi
taghayyur al-azminah, wa al-amkinah, wa al-ahwal alaniyat wa al-awaid
Mengingat jangka waktu 3 bulan dalam mas#ah merupakan waktu yang tidak
sebentar, dikaitkan dengan alasan-alasan apakdinysarseorang perempuan
dapat menahan nafsu dari berbagai kemudharatamaetenjalani maskldah
serta hal-hal lainnya yang menjadi alasan seorangngouan untuk melakukan
pernikahan yang masih dalam maddah. Selain itu, berhubung masadah ini
juga diatur dalam Hukum Positif di Indonesia yaegnperlakuannya berlaku bagi
semua warga Negara Indonesia. Dengan melihat lggdoeen agama yang dianut
oleh warga Negara Indonesia, selain untuk warga ymragama Islam seperti
warga yang bukan berasal dari agama Islam, apalkabkka perlu untuk tetap
melaksanakan madaddah serta, akibat-akibat lainnya seperti menghindari da
perbuatan zina menjadikan penelitian ini sangaitditikan agar nantinya terdapat
pemecahan masalah atas rumusan masalah yang diadad&aen penyelesaian
penelitian ini nantinya.
1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menarikrbph permasalahan

untuk diuji yang pula turut memberikan batasandmtapembahasan dalam

penelitian ini. Adapun permasalahan-permasalalisanitara lain:



a.Bagaimana Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang dioinTahun
1974 Tentang Pernikahan Perempuan Yang Masih Dédalah ?
b.Bagaimana Korelasi Teori Ibnu Qayyim Al Jauziyyalnyg Dikaitkan
Dengan Mas#éddah Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam ?
c. Bagaimana Akibat Hukum Dari Pelaksanaan Pernik&tsaampuan Yang
Masih Dalam Mas#éddah?
2. Faedah Penelitian
Dalam setiap penelitian atau pembahasan suatu ahagahg dilakukan,
diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna hlagk-pihak yang tertarik
dan berkepentingan dengan masalah-masalah yatit,diteng dibagi dalam dua
hal, yaitu:
a. Kegunaan Teoritis
Sebagai sumbangan pemikiran dalam usaha mengendranighu di
bidang hukum pada umumnya, dan hukum perkawinana pligaususnya.
Memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakabagai bahan
perbandingan dalam penelitian selanjutnya. Membshan masukan dan
informasi bagi pihak-pihak atau lembaga terkait gyamengurus masalah
perkawinan. Misalnya Departemen Agama, PengadilaageN, Pengadilan
Agama, Kantor Urusan Agama.
b. Kegunaan Praktis
Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk meunkam jawaban atas
permasalahan terkait kedudukamddah bagi perempuan yang ingin

melangsungkan perkawinan setelah perkawinan. Sghidgngan adanya kajian



melalui pandangan hukum Islam didasari teori lbrayy@n tentang elastisitas
hukum dan juga diikuti oleh kemajuan teknologi seha nantinya dapat

ditemukan jawabannya dan berguna bagi masyaragakédepannya.

B. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui bagaimana menurut hukum Islam ddang-undang
nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan perempuag weasih dalam
Iddah

2. Guna mengetahui bagaimana korelasi teori Ibnu @ay&l Jauziyyah
yang dikaitkan dengan masaddah perempuan dalam perspektif hukum
Islam

3. Guna mengetahui akibat hukum dari pelaksanaan kadvamn perempuan

yang masih dalam masddah.

C. Definisi Operasional
1. Hukum merupakan suatu batasan-batasan yang mee@dodman terhadap
manusia dalam bertingkah laku agar manusia tidakndak semaunya
tanpa melihat batasan-batasan yang sewajarnyaikidak
2. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seonam@ dengan seorang
perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan meuokdreluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarlketoh&nan Yang

Maha Esa.



. Hukum perkawinan ialah norma atau aturan yang ntanggatan lahir

bathin antara seorang pria dengan seorang perenapaamisebut dengan
pernikahan.

. Talak (perceraian) menurut bahasa Arab adalah fraslan ikatan”.

Yang dimaksud disini ialah melepaskan ikatan peitan’

. Masa lddah merupakan masa tunggu yang harus dilalui olehasgor
perempuan dengan jangka waktu yang telah ditentwemara hukum
Islam maupun ketentuan undang-undang, untuk memgetzersihnya

rahim perempuan tersebut dari bibit yang ditinggalkoleh mantan
suaminya.

. Teori Ibnu Qayyim al Jauziyyah mengemukakan teariyaitu ; terjadinya
perubahan fatwa dan terjadinya perbedaan hukumbab&en adanya
faktor tempat, situasi, niat dan adat.

. Figih adalah salah satu bidang ilmu dalam syas&m yang secara
khusus membahas persoalan hukum yang mengatur gherlaepek

kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bernragkgh maupun

kehidupan manusia dengan tuhannya.

. Hukum Islam atau syariat Islam ialah aturan-atuidem panduan
berdasarkan ketentuan Islam yang mengatur selendi Eehidupan umat
Islam serta berisi kunci penyelesaian seluruh rahskéhidupan baik di

dunia maupun akhirat.

% Sulaiman Rasjid. 201 Eigih Islam Bandung: Sinar Baru Algensindo, halaman 401.



9. Syarat perkawinan adalah ketentuan-ketentuan yangs hdipenuhi oleh
kedua calon mempelai suami atau istri agar tergagahsyarat sahnya

suatu perkawinan.

D. Keaslian Penelitian
Persoalan Maskldah (Masa Tunggu) bukanlah merupakan hal yang baru.
Oleh karena itu peneliti meyakini telah banyak piérgeneliti lainnya yang
mengangkat tentang topik permasalahan tersebuigaelapik penelitiannya.
Peneliti menyebutkan sedemikian setelah melakukaelpsuran melalui jejaring
internet maupun pada pustaka-pustaka khususnya gdagdi kota Medan.
Sehingga peneliti yakin dan memang tidak menemuydarelitian yang memuat
isi dan topik persis seperti apa yang peneliti kanai dalam penelitian yang
berjudul * Tinjauan Hukum Pernikahan Perempuan Yang Masih Dalan
Masa Iddah (Analisis Terhadap Teori Ibnu Qayyim Al Jauziyyah)“
Penelitian-penelitian yang peneliti temukan dilagem dari beberapa
hasil tersebut, ada dua yang hampir mendekati eliledean topik penelitian yang
sama, yaitu :
1. Abdul Azis NIM: 06210081, Mahasiswa Fakultas SydriUniversitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun @QXengan
judul “Iddah Bagi Suami Dalam Figih Islam: Analisis Gender”rifgi
ini merupakan penelitian normatif namun lebih fokoembahas
terkait pemberlakuan ketentulidah agar tidak hanya perempuan saja
yang menjalankan, namun kaum laki-laki juga haruslakukan

ketentuan tersebut dengan dalih kesetaraan



2. Rizal Zulkarnain NIM: 080710101017, Mahasiswa FasilHukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universiggsbér tahun
2014, dengan judul “Nafkah Masa Tunggu Istri YangTBlak Ba’'in
Kubro Dalam Keadaan Hamil Menurut Kompilasi Hukusiaim”.
Skripsi ini merupakan penelitian normatif namun ikebfokus
membahas mengenai bekas istri yang sedang hamikalapa
mendapatkan nafkah setelah ditalak ba’in kubro blekas suaminya
serta menganalisa apa akibat hukumnya jika bekasnisdidak
memberikan nafkah kepada bekas istri.

Secara konstruktif, subtansi dan pembahasan tgrhleeldua penelitian
tersebut di atas berbeda dengan penelitian peypefi dilakukan saat ini. Dalam
kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalantuix Skripsi ini mengarah
kepada tinjauan hukum terhadap pernikahan yanggillngkan tanpa melalui
masalddah yang dikaitkan terhadap perubahan hukum dalam gregzoh lbnu
Qayyim Al Jauziyyah serta akibat hukum terkait gexhan yang dilakukan tanpa

melalui masdaddah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

E. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum norfmatdengan
pendekatan penelitian terhadap perbandingan huRemelitian hukum normatif
disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada pe&ael doktrinal, hukum

dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskan perapgaimdang-undangafag in
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bookd.* Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yaditakukan atau ditujukan
hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis eaharbbahan hukum yang lain
karena penelitian yang diteliti berdasarkan padatpean perundang-undangan
yaitu hubungan peraturan yang satu dengan perayanag lain serta kaitannya
dengan penerapannya dalam praktik.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yamgngarah kepada penelitian
yuridis normatif. Penelitian deskriptif analisis itya penelitian yang
menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskamatsgeristiwa dengan
maksud untuk mengetahui keadaan objek yang ditdbénelitian deskriptif
dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti gkintentang manusia,
keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskripti&lald penelitian yang
bernaksud untuk membuat pencandraan (deskripsiy@nan situasi-situasi atau
kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif adalah raklasi data dasar dalam cara
cara deskripsi semata-mata tidak perlu mencari atamnerangkan saling
hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, mtndapatkan makna dari
implikasi?®

3. Sumber Data
Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan :

a. Sumber hukum primer

*Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013Pengantar Metode Penelitian Hukundakarta:
Rajawali Pers, halaman 118.
® Sumadi Suryabrata. 200detodologi PenelitianJakarta: Rajawali Pers, halaman 76.
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Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersdbritatif artinya
mempunyai otoritas yang terdiri dari perundangamyén, catatan-catatan resmi
atau risalah dalam pembuatan perundang-undangapwtasan-putusan hakim,
dan Kompilasi Hukum Islam.

Sumber hukum primer dalam penelitian ini adalakipu® :
Sumber data kewahyuan yaitu berasal dari ayat-Aly&lur'an yang berkaitan
dengan tema atau masalah tertentu.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Komipiakum Islam
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentangk&mlaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974.

b. Sumber hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, semua publikasi tentangrhukang bukan

merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentarigim meliputi buku-
buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukutan komentar-komentar
atas putusan pengadilan.

c. Sumber hukum tersier

Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang meikdnerinformasi
tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalngbodrafi dan indeks
kumulatif. Bahan hukum tersier atau bahan hukumupgmmg pada dasarnya
mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjukdi@gphaahan hukum primer
dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama batwaen bidang hukum atau

bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak pemgadindangan, bibliografi
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hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukundeiks majalah hukum, kamus
hukum, dan seterusnya.
4. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data diperoleh berupa data siEkuwyaitu dilakukan
dengan cara studi pustakdibiary researcl) atau penelusuran literatur di
perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertuhg yalevan. Literatur
diperoleh melalu membaca referensi, melihat, megaleseminar, pertemuan-
pertemuan ilmiah, serta mdownload melalui internet. Data yang diperoleh
kemudian dipilah-pilah guna memperoleh data yamsgaedengan permasalahan
dalam penelitian ini.

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data studisteaan dengan
menggunakan data sekundirary research) yaitu penelitian kepustakaan atau
studi dokumen yang digunakan untuk mendapatkanakamdlandasan teoritis
berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisangteiratau pihak-pihak lain yang
berwenang dan juga untuk memperoleh informasi dailkm bentuk ketentuan
formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terhimpun dari penedus kepustakaan,
maka penelitian ini menggunakan analisis kualitaifalisis kualitatif ini pada
dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teayi tgdah ada, sehingga teori-
teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang tddpadikan konklusi dalam

penelitian ini.

®Soerjono Soekanto dan Sri Mamudiji. 201Benelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat Jakarta: Rajawali Pers. Edisi 1. Cet. Ke-14, iala 33.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum

Menurut Mohammad Daud Ali dalam bukunya Hukum Isl@ahwa hukum
itu secara sederhana terlintas dalam pikiran kiexatpran-peraturan atau
seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manibsiik peraturan atau
norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkegnlalam masyarakat.
Dan norma-norma tersebut menjadi pola kehidupataldim masyarakat tersebut.
Adapun peraturan atau norma yang dibuat dengantegentu dan ditegakkan
oleh penguasa. Bentuknya mungkin berupa hukum yalad tertulis seperti
hukum adat, mungkin juga berupa hukum tertulis rdafgeraturan perundang-
undangan seperti hukum perUndang-Undangan yangkiedi Indonesi&.Yang
pemberlakuan terhadap aturan tersebut dapat digaksagar dipatuhi oleh
masyarakat.

Menurut Hans Kelsen dikutip dari pengantar ilmu unakoleh Donald
Albert Rumokoy dan Frans Maramis mendefinisikarkum adalah suatu sistem
norma-norma yang mengatur perilaku mantsiang dimaksud disini yakni
hukum terdiri atas norma-norma di mana dari norm@ra tersebut terbentuk
suatu sistem. Menurut Gustav Radbruch dikutip Barigantar Ilmu Hukum oleh

Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis mendefmisi hukum adalah

" Mohammad Daud Ali.201Rlukum IslamJakarta : Rajagrafindo Persada, halaman 43.
8 |bid.
? |bid. halaman 12.

13
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komplex aturan-aturan umum untuk hidup bersama sianyang gagasan
akhirnya berorientasi pada keadilan atau kemanfaata

Utrecht memberikan batasan hukum dikutip dari perghnu hukum dan
tata hukum Indonesia oleh C.S.T Kansil sebagaikberthukum itu adalah
himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah kd@angan-larangan) yang
mengurus tata tertib suatu masyarakat dan kar&naharus ditaati oleh
masyarakat itu*!

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan meigadian dari
agama lIslam. Agama Islam sendiri merupakan agamawsia(wahyu) yang
bersumber kepada kitab suci al-Qur'an dan sunnsiil (aadis)*? Hukum Islam
merupakan pedoman untuk manusia berprilaku daldndlpan di dunia karena
Allah telah memberikan segala tata aturan di bexbagpek kehidupan.

Hasby A.S menyatakan dalam pendapatnya mengenairhigtam ialah
segala daya upaya yang dilakukan oleh seorang mdgihgan mengikutsertakan
sebuah syariat Islam yang ad4. Dalam hal ini Hasby juga menjelaskan
bahwasannya hukum Islam akan tetap hidup sesugadamdang-undang yang
ada. Menurut Marzuki pengertian hukum Islam adakdperangkat atau
serangkaian norma yang bersumber dari Allah SWTREsulullah S.A.W yang

berfungsi untuk mengatur segala bentuk tingkah I@kta kelakuan) manusia

1%1pid., halaman 13.

' C.S.T Kansil. 1989%Pengantar lImu Hukum dan Tata HukunuonesiaJakarta: Balai
Pustaka, halaman 38.

2 Taufiqurrohman Syahuri. 2018egislasi Hukum Perkawinan Didonesia. Jakarta :
Kencana, halaman 31.

Anonim, “Pengertian hukum Islam menurut para ahli”

https://tesishukum.com/pengertian-hukum-Islam-marpara-ahli/, diakses tanggal 29 Januari
2019, pukul 23° Wib.
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terutama yang beragam Islam. Abu Zahro dalam céfiys, Hukum Islam adalah

“suatu bentuk aturan yang mampu menjadikan mar{inrsan) yang bijaksana di

dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya, dalarenegakkan atau

menjalankan hukum Islam ini tidak pernah ditemukembedaan antara satu
dengan yang lainnya sehingga hukum dalam Islaniféemiversal.” Sedangkan

menurut Ahmad Hasan; Hukum Islatsl&@émic law) adalah suatu bentuk hukum
yang bersumber dari seluruh ajaran Islam yang bedidntara Syariah dan
Figih.'*

Hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yangerbeda dengan
karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di idunni. Berbedanya
karakteristik ini disebabkan karena hukum Islamabak dari Allah Swt., bukan
buatan manusia yang tidak luput dari kepentingdividu dan hawa nafsu. Salah
satu karakteristik hukum Islam adalah menyedikitk@iban agar hukum yang
ditetapkan oleh Allah Swt ini dapat dilaksanakaeholmanusia agar tercapai
kebahagian dalam hidupnya.

B. Pernikahan

1. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

Pernikahan atau pada umumnya disebut juga perkawin@enurut
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawiakh “ikatan lahir
bathin antara seorang pria dengan seorang perenspbagai suami isteri dengan

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang laltemn kekal berdasarkan

4 Anonim, “4 Pengertian Hukum Islam menurut para i aHengkap”,

http://www.seputarpembahasan.com/2017/05/4-peraretiukum-Islam-menurut-para.html
diakses tanggal 29 Januari 2019, pukuf2&lib.
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Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perkawinan menurut p2siibmpilasi Hukum
Islam, yaitu akad yang sangat kuat atailssagan ghalidzamuntuk mentaati
perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Menurut Wirjono Prodjodikoro, selaku mantan ketuahiiamah Agung,
pernikahan adalah suatu perbuatan dengan hiduprbardari seorang laki-laki
dan perempuan yang memenuhi syarat-syarat yangasekndalam peraturan
hukum pernikahan. Menurut Kaelany HD pernikahanladdakad antara calon
suami dan calon istri untuk memenuhi hajat jenismenurut ketentuan yang
sudah diatur oleh syariah. Dengan akad ini kedianakan diperbolehkan untuk
bergaul sebagai suami istri.

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satoatsukilah yang
berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah SWT, lmakla manusia, hewan
maupun tumbuh-tumbuhan. Lembaga perkawinan adalakarddan asas
peradaban umat manusfaSecara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab
berarti nikah atazawaj Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan rseha
hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-qudam hadis nabi. Al-Nikah
mempunyai artial-wath’l, al-dhommu, al-tadakhul, al-jam’atau ibaratan al-
wath wa al agdyang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkurjima, dan
akad. Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitad yang membolehkan

terjadinyaistimta’ (persetubuhan) dengan seorang perempuan, selamangeo

* Rofiana Fika Sari, “15 pengertian pernikahan menupara ahli terlengkap”,
https://www.idpengertian.com/pengertian-pernikahadiakses tanggal 29 januari 2019, pukul
00." wib.

® Mahmud Yunus Daulay dan Nadlrah Naimi.2®idih Muamalah Medan :Ratu
Jaya,halaman 1.
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perempuan tersebut bukan dengan perempuan yangamiken baik dengan
sebab keturunan atau seperti sebab su€uan.
Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangsiuy®
a. Perkawinan dilihat dari segi hukum .

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakaatu perjanjian

dikarenakan adanya:
1) Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatueltéridahulu yaitu
dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarattierte
2) Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawjnga telah
diatur sebelumnya yaitu dengan prosedlag, kemungkinarfasakh,
syiqaqdan sebagainya.
b. Segi sosial dari suatu perkawinan.

Pada masyarakat setiap bangsa, ditemui suatia@emitang umum, ialah
bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluasgnpunyai kedudukan
yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

c. Pandangan suatu perkawinan dari segi agama,

Dalam agama perkawinan itu dianggap suatu lempagg suci. Upacara
perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedusk mihubungkan menjadi
pasangan suami istri atau saling minta menjadi n@sa hidupnya dengan
mempergunakan nama Allah.

Perkawinan pada dasarnya mubah (boleh) dalam huksiam.

Selanjutnya hukum itu bisa berubah tergantung lkepahdisi seseorang yang

" Mardani.201IHukum Perkawinan IslajtYogyakarta: Graha limu, halaman 4.
'8 bid., halaman 5.
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bersangkutan, maka hukum nikah bisa menjadi wajibah, mubah, makruh dan
haram. Perkawinan hukumnya wajib, jika seseoralad teukup sandang pangan
dan dikhawatirkan terjerumus kepada perzinaanai@gdn hukum perkawinan
hukumya sunnah, jika seseorang berkeinginan untllakukan perkawinan dan
telah cukup sandang pangan. Adapun perkawinan hoyammakruh, jika
seseorang belum mampu, sedangkan perkawinan hukunangm, jika seseorang
melakukan perkawinan dengan niat ingin menyakéngryang dikawininya.

Hukum perkawinan Islam merupakan bagian dari hukuermalah,
karena ia mengatur hubungan antara sesama maHugiam perkawinan dalam
kepustakaan hukum Islam, disebut figih munakahdtu yieetentuan-ketentuan
hukum figih yang mengatur soal nikah, talak, rujierta persoalan hidup
keluarga lainny&?

Ketentuan hukum mengenai perkawinan diatur olehuhuBW di dalam
buku pertama yaitu, perkawinan menurut BW hanyariang sebagai hubungan
keperdataan (Pasal 26), ini berarti BW tidak menggserkawinan menurut
hukum agama, BW melarang melakukan upacara perkawmenurut hukum
agama, sebelum diadakan perkawinan menurut unafadeng’®

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Adapun rukun dan syarat perkawinan dapat dilihatlalam Undang-
Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sepeng tercantum pada
Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melakan perkawinan harus

ada : calon suami, calon isteri, wali nikah, duangr saksi, ijab dan kabul.

9 bid., halaman 68.
20 |pid., halaman 72.
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Menurut jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawituaterdiri dari lima, dan
masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syaraenéu. Syarat dari rukun
tersebut adaldft
1. Calon suami, syarat-syaratnya:
a. Beragama Islam
b. Laki-laki
c. Jelas orangnya
d. Dapat memberikan persetujuan
e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon istri, syarat-syaratnya:
a. Beragama Islam
b. Perempuan
c. Jelas orangnya
d. Dapat dimintai persetujuannya
e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Wali nikah, syarat-syaratnya:
a. Laki-laki
b. Dewasa
c. Mempunyai hak perwalian
d. Tidak terdapat halangan perwalian
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

a. Minimal dua orang laki—Ilaki

“'Mardani.Op.Cit, halaman 10.
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b. Hadir dalam ijab gabul

c. Dapat mengerti maksud akad

d. Islam

e. Dewasa

5. ljab Qabul, syarat-syaratnya:

a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai

c. Memakai kat-kata nikah, tazwij atau terjemahan dadua
kata tersebut

d. Antara ijab dan gabul bersambungan

e. Orang yang terkait ijab dan gabul tidak sedangnihhaji atau
umrah

f. Majelis ijab dan gabul itu harus dihadiri minimahgat orang
yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari metape
perempuan, dan dua orang saksi.

Sedangkan mahar (maskawin) kedudukannya sebagaiajikaw
perkawinan, jika melangsungkan penikahan, suamajidikan memberi sesuatu
kepada si istri, baik berupa uang ataupun baraagaflbenda). Pemberian inilah
yang dinamakan mahar (maskawin).

Firman Allah Swt :

& -:::}j:s;?;lf& e }SS e B Tl (g 0T e

[£,elaill 5 pui] € 15050 150,50 5 ol&a |7 845
“Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yeargu

nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaanulian jika mereka
menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawideligan senang
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hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagakanan) yang

sedap lagi baik akibatnya” [An Nisa"4]

Pemberian mahar ini wajib bagi laki-laki, tetapdatk menjadi rukun
nikah; dan apabila tidak disebutkan pada waktu akednikahan itupun sah.
Banyaknya maskawin itu tidak dibatasi oleh syalsém, melainkan menurut
kemampuan suami beserta keridaan sistri.

3. Tujuan Melakukan Pernikahan

Menurut Prof Mahmud Junus dikutip dalam buku Huk&®rkawinan
Islam Oleh Mardani, tujuan perkawinan adalah umhgmproleh keturunan yang
sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah danggg damai dan
teratur?® Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memerefutuhan
hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligusbeatuk keluarga dan
memelihara serta meneruskan keturunan dalam mkajatlidupnya di dunia ini,
juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenasigarketentraman jiwa bagi
yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyara

Tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi limituymendapatkan
keturunan, memenuhi hajat manusia untuk menyalusikahwatnya secara legal,
memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari heggn dan kerusakan,
menumbuhkan rasa tanggung jawab menerima hak lsantajiban, memproleh

harta kekayaan yang halal, dan membangun rumalydaaigs dasar cinta dan

2 Sylaiman RasjidOp. Cit.,halaman 393.
%3 Mardani.Op. Cit.,halaman 11.
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kasih sayang®® Pada hakikatnya perkawinan merupakan perbuatannhyang
akan menimbulkan hak dan kewajiban terhadap pejakun

4. Hikmah Melakukan Pernikahan

Hikmah melakukan perkawinan yaitu sebagai berkut:

a. Menghindari terjadinya perzinahan;

b. Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari ah@knempuan

yang diharamkan;
c. Menghindari terjadinya penyakit aids;
d. Lebih menumbuhkembangkan kemantapan jiwa dan kesd@amaserta
tanggung jawab kepada keluarga,

e. Nikah merupakan setengah dari agama.

Secara singkat dapat disebutkan bahwa hikmah weréa itu antara lain
: menyalurkan naluri seks, jalan mendapatkan keamuyang sah, penyaluran
naluri kebapaan dan keibuan, dorongan untuk bekergs, pengaturann hak dan
kewajiban dalam rumah tangga dan menjalin sillahummi antara dua keluarga,
yaitu keluarga dari pihak suami dan keluarga daalpistri.

5. Tinjauan Terhadap Perceraian

Putusnya perkawinan (perceraian) dalam hal iniatietberakhirnya
hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu adknd beberapa bentuk
tergantung dari segi siapa sebenarnya yang ber#ekemntuk putusnya

perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinaf :

#Abd.Rahman Ghazaly. 200Bigih Munakahat Jakarta: Kencana, halaman 24.

% Mardani.Op. Cit.,halaman 11.

Amir syarifuddin. 2006.Hukum Perkawinan Islam Dindonesia.Jakarta: Kencana,
halaman 197.
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a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiraloieinatinya salah
seorang suami istri. Dengan kematian itu dengadiseya berakhir pula
hubungan perkawinan.

b. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami olfarmltertentu dan
dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertdtgrceraian dalam
bentuk ini disebutalag.

c. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri kasersdri melihat sesuatu
yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkasuami tidak
berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya gwdrkan yang
disampaikan si istri dengan cara tertentu ini ditar oleh suami dan
dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawiitu. Putus
perkawinan dengan cara ini disekbtlu.

Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagak pistiga setelah
melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau paidgaisy ' menandakan tidak
dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Ruysperkawinan dalam
bentuk ini disebutasakh

Perceraian ada tiga cara yaifu:

1) Talak tiga, dinamakanbain kubrd. Laki-laki tidak boleh rujuk lagi
dan tidak sah menikah lagi dengan bekas istrinyakicuali apabila
perempuan itu sudah menikah dengan orang lain sedah campur,
sudah diceraikan,dan sudah habis pdteah-nya, barulah suami yang

pertama boleh menikahinya kembali.

" Sulaiman Rasji®Dp. Cit.,halaman 418
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2) Talaktebus, dinamakan puldain sugrd. Dalam talak ini suami tidak
sah rujuk lagi, tetapi boleh menikah kembali, bai&lam Iddah
ataupun sesudah hatiklah-nya.

3) Talak satu atau dua, dinamakan “talakl ”, artinya si suami boleh
rujuk (kembali) kepada istrinya selama istri maggham maséddah

Di samping itu, terdapat pula beberapa hal yangyetsaibkan hubungan

suami istri yang dihalalkan oleh agama tidak daghiéikukan, namun tidak

memutuskan hubungan perkawinan itu secara hukunra’syderhentinya

hubungan perkawinan dalam hal ini ada dalam tigdutse

1)

2)

3)

Suami tidak boleh menggauli istrinya karena iaahelmenyamakan
istrinya dengan ibunya. la dapat meneruskan hulusgami istri bila si
suami telah membayar kaffarah. Terhentinya hubumpgakawinan dalam
bentuk ini disebuthihar.

Suami tidak boleh menggauli istrinya karena iahtdersumpah untuk
tidak menggauli istrinya dalam masa-masa tertesghelum ia membayar
kaffarah atas sumpahnya itu; namun perkawinan tetalp. Terhentinya
hubungan perkawinan dalam bentuk ini diselatit

Suami tidak boleh menggauli istrinya karena iarlteteenyatakan sumpah
atas kebenaran tuduhan terhadap istrinya yang &ezina, sampai selesai
proses li'an dan perceraian di muka hakim. Terhgatperkawinan dalam
bentuk ini disebuli’an.

6. Rujuk
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Yang dimaksud dengan rujuk ialah “mengembalikani igang telah

ditalak pada pernikahan yang asal sebelum dicerdika

1)

2)

3)

4)

5)

7.

Hukum Rujuk

Wajib, terhadap suami yang menalak salah seorarigys sebelum
dia sempurnakan pembagian waktunya terhadap &tg ditalak.
Haram, apabila rujuknya itu menyakiti istri

Makruh, kalau perceraian itu lebih baik dan berédebdagi keduanya
(suami istri)

Jaiz (boleh), ini adalah hukum rujuk yang asli

Sunat, jika maksud suami adalah untuk memperba&d&an istrinya,
atau rujuk itu lebih berfaedah bagi keduanya (susim)j.?®

Akibat Hukum Terhadap Putusnya Hubungan Pernikahan

Bila perakwinan putus, maka mempunyai akibat hukebmgai berikut’

a.

Hubungan antara keduanya adalah asing dalam aus barpisah dan
tidak boleh saling memandang, apalagi bergaul sebsgami istri,
sebagaimana yang berlaku antara dua orang salimg as

Keharusan membemut’ah, yaitu pemberian suami kepada istri yang
diceraikannya sebagai suatu kompensasi. (jummpehdapat bahwa
mut’ahitu hanya untuk perceraian yang inisiatifnya balrdsiri suami,
sepertithalag, kecuali bila jumlah mahar telah ditentukan darceei

sebelum bergaul);

% Sulaiman Rasjid.oc. Cit.
29 MardaniOp. Cit.,halaman 30.
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c. Melunasi utang yang wajib dibayarnya dan belum daium
dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam kentahar
maupun nafagah, yang menurut sebagian ulama wigikulan bila
pada waktunya dia tidak dapat membayarnya;

d. Berlaku atas istri yang dicerai ketentuddah

e. Pemeliharaan terhadap anak dtadhanah

C. Iddah
1. Tinjauan Umum TentangMasa lddah

Dalam kitab figih ditemukan definisildahitu yang pendek dan sederhana
daintaranya adalaff: masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang pewem.
karena sederhananya definisi ini ia masih memenluganjelasan terutama
mengenai apa yang ditunggunya, kenapa dia menurdgu untuk apa dia
menunggu. Untuk menjawab apa yang ditunggu danpeeda harus menungu,
al-Shan’aniy mengemukakan definisi yang agak |&mlgkap sebagai berikut:

Nama bagi suatu masa yang seorang perempuan mendalggn masa itu

kesempatan untuk kawin lagi karena wafatnya suamigtyau bercerai

dengan suaminya.

Untuk menjawab pertanyaan untuk apa dia menungiitemukan

jawabannya dalam ta'rif lain yang bunyinya:

Masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang perampuntuk
mengetahui bersihnya rahim perempuan itu atau urgtkadah.

Iddah bermakna penghitungan atau sesuatu yang dihit8erara
etimologi mengandung pengertian hari-hari haidtu &ari-hari suci perempuan.

Menurut secara terminologilddah mengandung arti masa menunggu bagi

%0 bid., halaman 303.
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perempuan untuk melakukan perkawinan setelah tey@dperceraian dengan
suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, derigpian untuk mengetahui
keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi suami.

Masa lddah menurut Ahmad al Ghundur dikutip dari Figih muaamal
oleh Mahmud yunus daulay dan Nadlrah naimi mengk#ian Iddah jenjang
waktu yang ditentukan untuk menanti kesucian (k&ban rahim) dari pengaruh
hubungan suami istri setelah sang istri diceradan ditinggal mati suami. Yaitu
waktu yang biasa dipikul oleh istri setelah putwsikatan perkawinan karena
dikhawatirkan terjadi kesyubahatan dalam pengarubuhgan kelamin atau
sesamanya seperti bermesra-mesraan (dengan priik&ia segera menikafb).
“Masa ‘lddah hanya berlaku bagi istri yang telah di dukhul. Bati yang belum
di dukhul (gabla al-dukhul) dan putusnya bukan kar&ematian suami maka
tidak berlaku baginya masadah’ 2.

Menurut pendapat Wahbah Zuhaili menjelaskan défiliidah dengan
lebih jelas, yaitu masa yang akan ditentukan sysgtglah perceraian, di mana hal
itu wajib bagi perempuan menunggu dalam masa itutaklak boleh menikah
kembali sampai masa tersebut selesai. Menurut Bilegitabsyi Iddah adalah
masa menunggu yang harus dijalani oleh seorangamasiri yang ditalak atau
ditinggal mati oleh suaminya sebelum ia dibolehkagnikah kembali. Dan
menurut Abu Yahya Zakariyya al-Anshari seperti dixuMuhammad Isna
Wahyudi memberikan definisiddah hampir sama dengan definisi yang

dikemukakan oleh al-Dimyati, yaitu sebagai masaggunseorang perempuan

31 Mahmud Yunus Daulay Dan Nadlrah Nai®ip.Cit, halaman 58.
32 :
Ibid.
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untuk mengetahui kesucian rahim, untuk beribadédy antuk berkabung atas
kematian suaminy#
2. Bentuk-bentuk lddah
Istri yang akan menjalaniddah ditinjau dari segi keadaan waktu
berlangsungnya perceraian adalah sebagai beftkut :
a. Kematian suami
b. Belum dicampuri
c. Sudah dicampuri tetapi dalam keadaan hamil
d. Sudah dicampuri tidak dalam keadaan hamil, darh tedahenti
haidnya
e. Sudah dicampuri, tidak dalam keadaan hamil, danihmadalam
masa haid.
Adapun bentuk dan catddahjuga ada tiga macam :
a. lddahdengan cara menyelesaikan quru’ yaitu antaradeaidsuci
b. lddahdengan kelahiran anak
c. lddahdengan perhitungan bulan.
3. Hikmah Iddah
Adapun tujuan dan hikmah di wajibkannyddah itu adalah untuk
mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebubiariyang ditinggalkan oleh

mantan suaminya. Hal ini disepakati oleh ulama.dBpat ulama waktu itu

% Car Magz, “ Pengertianiddah”, https://www.suduthukum.com/2014/07/pengerti
Iddah.htm] diakses tanggal 30 Januari 2019, pukul 01.15 Wib.

3 Amir syarifuddin.Op. Cit.,halaman 309.



29

didasarkan kepada dua alur pikir pertama, bibit yang ditinggal oleh mantan
suami dapat berbaur dengan bibit orang yang akangaméninya untuk
menciptakan satu janin dalam perut perempuan tersBlengan pembauran itu
diragukan anak siapa yang sebenarnya dikandungoelempuan tersebut. Untuk
menghindarkan pembauran bibit itu, maka perlu diket atau diyakini bahwa
sebelum perempuan itu kawin lagi rahimnya bersiti ganinggalan mantan
suaminya. Kedua, tidak ada cara untuk mengetalakadpperempuan yang baru
berpisah dengan suaminya mengandung bibit dari anastiaminya atau tidak
kecuali dengan datangnya beberapa kali haid dalasaitu, untuk itu diperlukan
masa tunggu. Ketiga, untukabud artinya semata untuk memenuhi kehendak
dari Allah serta agar suami yang telah menceraigaimya itu berpikir kembali
dan menyadari tindakan itu tidak baik dan menyatsd tindakannya itu. Dengan
adanya Iddah dia dapat menjalin kembali hidup perkawinan tanparus
mengadakan akad baru dan sebagai penghormatanakspaichi yang meninggal
dunia, bagi seorang istri yang mati suaminya sumaitu akan meninggalkan
kesan yang pahit di jiwanya, dengan adaldgiah selama empat bulan sepuluh
hari, merupakan suatu masa yang sesuai untuk gedibrsebelum menjalani
kehidupan yang baru disamping suami yang lain.
D. Pandangan Ibnu Qayyim

Ibonu Qayyim Al Jauziyyah yang bernama lengkap Aabdullah

Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin cSakDimasyqi al-

Jauziyah. la dilahirkan pada tahun 691 H berteph?®2 M dan wafat pada tahun

*bid., halaman 305.
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751 H bertepatan dengan tahun 1350 M. la seoratigfigih dan seorang
mujtahid dari mazhab Hambali. Perubahan Hukum DaRamdangan lbnu
Qayyim dikutip dari perubahan hukum dalam pandargan Qayyim oleh Abdi
Wijaya dalam jurnalnya yaitu perubahan hukum, pahaim hukum dalam
pandangan Ibnu Qayyim yaitu perubahan hukum dapatterjadi sebagaimana
fatwa selalu mengalami perubahan. Perubahan huksomgguhnya, bukan saja
yang dilakukan oleh lbnu Qayyim, akan tetapi pehalmahukum telah pernah
dilakukan oleh Imam Syafi-i dengan konsep perubdinakumya yaitu Qaulal-
Qadim dan Qaulal-Jadid. Dengan demikian perubah&orh dalam bentuk fatwa
telah menjadi tradisi sejak dulu yang dilakukarhgbara fukaha sampai saat ini.
Dan hal ini merupakan tugas yang harus dilakukah phara fukaha dan pemikir
hukum Islam agar supaya hukum Islam tetap eksisnd@ampu mengakomodir
segala permasalahan yang selalu dinamis.

Dalam bukunya,Nam al-Muwaqqgi’in, Ibnu Qayyim mengemukakan
teorinya yaitu; Terjadinya perubahan fatwa danatBnya perbedaan hukum
disebabkan adanya faktor tempat, situasi, niatadian3® Dalam pandangan Ibnu
Qayyim bahwa adanya perubahan dan perbedaan huadandasarnya merujuk
kepada esensi syariat Islam yang senanatiasa bkaaskemaslahatan manusia.
Syariat tersebut bertujuan mewujudkan suatu keaditkkum, kemaslahatan, dan
kebajikan. Setiap masalah yang yang tidak memeamds keadilan sesungguhnya

bertentangan dengan syariat Islam.

®Abdi Wijaya. "Peribahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyiralam jurnal al
daulah .vol. 6/No. 2/2017, halaman 389.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pernikahan Perempuan yang Masih dalam Mas#&ddah dalam Hukum

Positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan Hukmn Islam

1. Pernikahan Perempuan yang Masih dalam Masdddah dalam

Hukum Positif

Pernikahan atau dalam hukum positif yang berlakundonesia sering
disebutkan sebagai perkawinan, seperti yang telddahds pada bagian
sebelumnya memiliki atuan-aturan baku termasukndalakupan hukum positif
yakni Peraturan Perundang-undangan yang berlakursad Indonesia. Hukum
positif memandang perkawinan sebagai suatu ikktain batin, maupun akad
yang kuat sesuai definisi masing-masing peraturak u UU Perkawinan
maupun KHI. Maka dengan mendefinisikan suatu peirkauw merupakan suatu
ikatan dan/atau akad, artinya suatu perkawinan miankan hubungan timbal
balik khususnya mengenai hak dan kewajiban maugkibataakibat setelah
putusnya perkawinan. Dalam hal tidak terpenuhirgiadan kewajiban para pihak
yang terikat dalam perkawinan, maka banyak akilzatgydapat terjadi salah
satunya perceraian.

Alasan-alasan yang selama ini dipilih misalnyggpesti sudah merasa
saling tidak cocok satu sama lain, hingga alasasaal seperti salah satu pihak
melakukan perbuatan yang dilarang semisal zinaghiniglak terpenuhinya hak-
hak diantara pihak yang terikat perkawinan menykedabhal tersebut terjadi.

Maka pada akhirnya perkawinan yang merupakan ikeesebut putus dengan

31
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beberapa sebab yaitu kematian, perceraian atawguutusan pengadilan. Salah
satu akibat putusnya perkawinan bagi pihak peremmadalah sesuai dengan
ketentuan Pasal 34 KUHPerdata disebutkan seorangempean tidak
diperbolehkan melakukan perkawinan baru, kecusdilae lampau jangka waktu
tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan yarakhe. Kemudian pasal 11
Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bagasgaoperempuan yang
putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggugyehih lanjut diatur pada
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentangk&mlaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Tinjauan hukum Positif dalam hal ini mengacu padaram dalam
Undang-Undang Perkawinan dan aturan pelaksanampadigp perihal masa
Iddah seperti dijelaskan tentang waktu tunggu diatur rdaRasal 39 dengan
rumusan sebagai berikut:

a. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagaimana dimdalaam pasal

11 Ayat dua (2) Undng-undang diatur sebagai berikut

1) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktuggun
ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;

2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waknhgdu
bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (#gé)suci
dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh)dzaribagi
yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (Sembjialuh)

hari;
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3) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebutrdiésdaan
hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;

b. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus pdriawkarena
perceraian, sedangkan antara janda tersebut ddreja@s suaminya
belum pernah terjadi hubungan kelamin;

c. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, temggwaktu
tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadi@mgymempunyai
kekuatan hukum yang tetap, sedaangkan bagi peraawjang putus
karena kematian tenggang waktu tunggu dihitungkségamatian
suami.

Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden Nomor H&hilin 1991
dijelaskan mengenai Waktu Tunggu diatur dalam lagedua bab 17 dimulai
dari pasal 153 hingga 155 KHI. Pada Pasal 153agi@in bahwa :

(1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berhafltu tunggu
atau Iddah kecualigobla al-dukhuldan perkawinanya putus bukan
karena kematian suami.

(2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan seltmaydiut:

a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaugoibla al-
dukhul waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga pultiziniy

b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, wakhgdu bagi
yang massih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengekurang-
kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yanigkti haid

ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari;
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c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedarp]tersebut
dalam keadaan hami, waktu tunggu ditetepkan samelahirkan;

(3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinarena
percceraian sedangkan antara janda tersebut deegaa suantobla
al- dukhul

(4) Bagi perkawinan yang putus karena percceraian tamgggvaktu
dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agamg yaemepunyai
kekuatan hukum yng tetap, sedangkan bagi perkawyaag putus
karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitungkséematian
suami.

(5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedangapadktu
menjalanilddahtidak haid karena menyusui, makiah-nya menjadi
tiga kali waktu suci.

Dalam keadaan pada Ayat (5) bukan karena menyuaiaiddahnya
selama satu tahun terebut ia haid kembali, mdkah-nya menjadi tiga kali
waktu suci. Selanjutnya pada pasal 154 dijelaskaabita istri tertalakraj’l
kemudian dalam waktlddah sesuai ketentuan pasal sebelumnya ditinggal mati
oleh suaminya, makkldah berubah menjadi empat bulan sepulu hari terhitung
saat matinya bekas suaminya, sedangkan pada @E@sahdngenai janda yang
putus perceraian akibkhuluk fasakhdanli'an berlakulddahtalak.

Dengan demikian terhadap penjelasan mengenai atiersiang masa

Iddah sudah cukup menggambarkan bahwa seorang pererppsaa perceraian
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wajib menjalanilddah tersebut. Lalu bagaimana kemudian terhadap seorang
perempuan yang melakukan perkawinan sebelum hidasnya.

Seperti halnya pada salah satu kasus yang telj&bBahmatan Rangsang
Kabupaten Kepulauan Meranti, Ibu yang berinisialtefah diceraikan oleh
suaminyayang bernama S pada tanggal 10 juli 2008. Seharusnya Yib
menjalankan maskldah selama tiga kali suci, akan tetapi ibu Y dalam twak
yang sangat singkat yaitu tidak sampai satu bulanikah dengan laki-laki lain,
mereka menikah secara sah yang terjadi pada bulisakir 2008°”

Kemudian ada kisah seorang ibu yang bernama M deMfa mereka
merantau pada tanggal 16-07-2003. Pada saat itueiyjash MF dikenalkan
dengan keluarganya sehingga mereka sepakat untidksarakan pernikahan
pada tanggal 20-04 2004, kemudian maryana dan NEmdgngka tiga tahun
hidup bersama dan dikaruniai dua orang anak. Kakergan alasan suami
selingkuh, maka M dan MF sepakat untuk mengakhliri gernikahan mereka.
Maka terjadilah perceraian antara mereka pada #&rfty12-2007, walau pun
perceraian itu tidak sampai kepengadilan agama,tapi diketahui oleh para
tokoh ulama. Akan tetapi sebelum masa iddah itesselM menikah lagi dengan
seorang laki-laki yang bernama asep AJ pada tarigyad2-2008. AJ ini adalah
seorang duda yang ditinggal mati oleh istrifa.

Padahal jika dikaji berdasarkan ketentuan Undangadg Perkawinan,

sesuai pasal 39 telah diatur bagaimana seorangnpeam tersebut haruslah

37 Siti Anisah. 2012. “Pelaksanaan Pernikahan Dalamsavilddah Ditinjau Menurut
Hukum Islam (Studi Kasus Di Tanjung Samak KecamaRamgsang Kabupaten Kepulauan
Meranti)”, Skripsi, Program Sarjana, Progam AhwdlAsyakhsiyyah Fakultas Syariah dan
IImu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif KasimaR, halaman 2.

38 .

Ibid., halaman 39.
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semestinya menjalaiddahseperti yang sudah diatur. Hal ini diselaraskargden
ketentuan, 153 Kompilasi Hukum Islam yang mengatengenai hal tersebut.
Naumun dalam hal ini seperti pada kasus yang dikabuersebut, alasan-alasan
tidak memahami mengenai aturan hukum tersebut damanya, hingga faktor
ekonomi menjadi hambatan dan penyebab terjadingaskikasus seperti halnya 2
kasus diatas.

2. Pernikahan Perempuan yang Masih dalam Masaddah dalam

Hukum Islam

Hukum dalam ushul Figih didefinisikan sebagaihtigdlah. Titah Allah
menurut para pakar ilmu ushul dibedakan menjadi titzdn Allah yang terdapat
dalam Al-Quran dan sunatménsusgt dan titah Allah yang didapat melalui
proses pemikiran pakar hukum dengan jalgiyas (analogi) atau ijma
(ghoirumansusat Oleh karena itu sumber hukum Islam yang disejpakeh para
ulama adalah Al-Quran, Sunah, Ijma’, dayas akan tetapi yang menjadi sumber
utama adalah Al-Quran dan Sunah, karena ijma’qgilgastetap bersandar kepada
keduanya. Dalam perspektif ushul Figih, setidaktgrdapat tiga polatdrigat)
atau metode istinbat hukum, yaitu bayani (lingkjstia“lili ( giyasi : kausagidan
istislahi teleologis.

Pola ijtihad bayani adalah upaya penemuan hukutalmnenterpretasi
kebahasaan. Konsentrasi metode ini lebih berkutata psekitar penggalian
pengertian makna teks. Usaha ini mengandung kelemj#a dihadapkan dengan
permasalahan yang baru yang hanya bisa dipecald@yand makna yang jauh

dari teks.
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Sedangkan pola ijtihad kedua yatalili (kausasi) berusaha meluaskan

proses berlakunya hukum dari kasus nash ke kasbangayang memiliki
persamaairilat. Dalam epistemologi hukum Islam metode ini tekagdi melalui
giyas. Dasar rasional aplikasi metode ini adaladngd keyakinan kuat mujtahid
yang melakukagjiyasmengenai adanya suallat hukum pada kasus pokok yang
menjadi alasan ditetapkannya hukum yang berlakatiap kasus tersebut dan
illat hukum yang sama terdapat pada kasus cabang setinggm kasus pokok
itu berlaku pada kasus cabang. Upaya penemuan enetadg prospektif-
futuristik sebenarnya dapat diharapkan pada pdilaag istislahi yang lebih
memberi ruang kepada kemungkinan analisis sosehuy usaha yang dirintis
oleh Al-Ghazali dan tertata sebagai bidang keilmyeamy mantap dan terstruktur
di tangan As-Syatibi.

Hal inilah yang kemudian pahami oleh para ahli mkislam, yang
kemudian mereka tuangkan dalam salah satu kaidalalegawa’id alFigihiyah
Yaitu yaitu taghayyural-ahkam bi taghayyur al-azminah, wa al-amkinah, alra
ahwal wa al-niyat wa al-awaitf Al-qawa’id al-Figihiyahsebenarnya merupakan
perumusan esensi dari hukum Tuhan dan rumusanbysaglinalar oleh manusia.

Pada dasarnya-qawa’id al-Figihiyahmemerlukan sandaran tekstual bagi
keabsahannya. Kenyataan ini menimbulkan pertanyeargapa fungsi nas harus
digantikan denganal-gawa’id al-Figihiya®. Setidaknya ada dua alasan :

pertama, agar ayat-ayat dan hadis itu terlepaskd#aean kontekstualnya. Dengan

% mustaufigin. 2016. “pengaruh perubahan sosiabtiah hukum Islam analisis
perbandingan kaidah taghayyur al-ahka taghayyaemiinah, wa al-amkinah, wa al-ahweésis,
Program Pascasarjana, Program Magister Univelsitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya,
halaman 116.

“bid., halaman 117.
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cara ini daya cakupnya menjadi lebih luas tidaik&tmpada konteks dimana ayat
itu diturunkan saja.

Hal ini menunjukkan bahwal-qawa’id al-Figihiyahjuga sangat berperan
dalam menjangkau kasus-kasus hukum yang belum dhjatab oleh nash.
sehingga hukum Islam dapat diterapkan secara ef@ddk hanya bergantung
pada metode deduktif yang usung oleh ushul Figimgydebih rumit
penerapannya.

Hukum Islam juga mengatur mengenai pernikahan,adkgernikahan,
khususnya dalam hal ini mengenai mikiah juga turut diaturlddah atau dalam
bahasa Indonesia diartikan sebagai masa tunggutisepdah dijelaskan pada
bagian sebelumydddah diwajibkan secara syariat perempuan, berdasarkan A
Quran, Sunah, dan ljma. Dalam Al-Qur'an syariatngenailddah terdapat
dalam surah Al Bagarah ayat 228:

B3 Lo (5 o Gl U s e s A5 (il (ol T

A3 Gl Dl sl s alll 2l allly e 08 ) Dl )l 8 AL
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228. Perempuan-perempuan yang ditalak handaklalahmaandiri
(menunggu) tiga kali quru”. Tidak boleh mereka negnlgunyikan apa
yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika merekaiinan kepada Allah
dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak menmyakdalam masa
menanti itu, jika mereka (para suami) menghendakiah. Dan para
perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kawaja menurut
cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempusgdi tingkatan
kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Pekdagi Maha

Bijaksana

Kemudian pada surah yang sama ayat 234 yang metkgebu
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234. Orang-orang yang meninggal dunia di antararaogan
meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para istdn) i menangguhkan
dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. Kerandapabila telah
habis “iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wedijpbiarkan mereka

berbuat terhadap diri mereka menurut yang patdahAmengetahui apa
yang kamu perbuat

G- @

Adapun terhadap perempuan yang tidak haid laginppousedi antara
perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentaasplddahnya), maka
masalddah mereka adalah tiga bulan dan begitu pula terhaéapnmpuan yang
tidak haid, dan terhadap perempuan yang hamil makdu Iddah mereka itu
lalah sampai mereka melahirkan kandungannya, hadesuai ketentuan surah
Ath-Thalaaq ayat 4:

5 {4l ST o) WS 0n gl e G ﬂs
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4. Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagngpause) di
antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragotafty masa
iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga ;bdéanbegitu (pula)
perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempei@mpuan yang
hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai merekalahirkan
kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa &epHah, niscaya
Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya

Perlu diketahui bahwa laki-laki tidak memiliki n@asddah dengan
pengertian istilah. Boleh baginya untuk menikahgdenperempuan yang lain

langsung setelah terjadinya perpisahan, selamatialpenghalang secara syariat.

Ini didasari terhadap alasan-alasan terhadap pékbanlddah pada umumnya.
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Sehingga pada akhirny&dddah hanya melekat pada perempuan saja, tidak
memiliki kaitannya terhadap seseorang lelaki.

Selain menyangkut perihal masa tunggunya, dalaamlshturan mengenai
Iddah juga diatur mengenai jenis-jenisnya. Pertama meaigéukum lddah
terhadap perempuan/istri non muslimah misalnyaa Fagaha memiliki dua
pendapat mengenai kewajibatidah perempuan non muslimah. Abu Hanifah
dalam buku Figih Islam Wa Adillatuhu berpendapdaki diwajibkaniddah bagi
istri non muslimah, baik dia ahldlzimmahataupun ahliharb, jika mereka
memiliki keyakinan bahwa tidak ada madddah baginya®* Hal tersebut menjadi
pengecualian jika perempuan ahli kitab ini adalstni iorang muslim, maka
perempuan tersebut wajib menjalani migkkah akibat perpisahan untuk menjaga
hak suami. Pengecualian tersebut dibuat demi ¢entiginya hak suami serta
anaknya dari tindakan pencegahan bercampurnya .n&sabua itu bukannya
tidak berdasar, jika seandainya perempuan terstiketahui setelah perceraian
masih dalam keadaan hamil, apabila perempuan térsemikah lagi maka nasab
anak yang dikandungnya menjadi tanda tanya siapl dgri anak yang lahir itu
nantinya.

Selanjutnya, aturan hukum mengenai ruklddah. Mazhab Hanafi
menjelaskan rukutddah karena ini adalah komitmen si istri dengan peraynan
yang bersifat tetap dengan sebaldah yang diharamkan baginya untuk
melanggarnya*? Pengharaman tersebut seperti tindakan untuk kalgimgan

suami yang lain. Pengharaman keluar dari rumahapenan yang merupakan

*! Wahbah Az-Zuhaili. 2007. Figih Islam Wa Adillatuh, terjemahan Abdul Hayyie
Alkattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, halaman 536.
42 Ibid., halaman 539.
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tempat dia ditalak. Kemudian sahnya talak yancadérpada maséddah serta
pengharaman kawin bagi suami dengan saudara pesengiti yang tidak ditalak
serta perkara lain yang sejenis.

Iddah diwajibkan secara universal disebabkan karena &tk kematian,
danfasakhseperti talak, yaitu setelah terjadi persetubutemn perkawinan yang
sah ataufasid atau dengan adanysyubhatmenurut kesepakatan fugaha. Atau
setelah dimasukkan penis si zaid, atau lumpuhy dimasukkan air sperma
suami karena ini lebih dekat kepada terjadinya kelaa dari hanya sekedar
memasukkan penis serta demi kebutuhan si istrikunmengetahui kebersiha
rahimnya. Ataupun kemudian setelah terjadinya khalyang sahih menurut
pendapat jumhur yang selain mazhab syafi'i. Menundzhab Maliki dan
Hambali Iddah juga diwajibkan setelah tindakan perzinahan, sepg®inya
perempuan yang disetubuhi dengan syubabatam hal ini yang dimaksud
dengan disetubuhi dengan syubahat adalah misaérgapuan korban kekerasan
seksual, pemerkosaan, dan sejenisnya. Berdasaidamihdiwajibkan Iddah
dengan salah satu sebab berikut.

Pertama diwajibkaiddah akibat perpisahan dan sebelumnya telah terjadi
persetubuhan dari perkawinan yang sah atau fatd, setelah terjadi khalwat
(berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan) ysatgh menurut pendapat
jumhur ulama yang selain mazhab Syafi'i. Perpisainarterjadi dalam kondisi
masih hidup akibat talak atau fasakh ataupun akdpgdinya kematian.

Jika perkawinan ini adalah perkawinan yang fase&hesgti perkawinan

yang kelima atau perkawinan perempuan yang masifjataa@i masdddah tidak
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diwajibkan Iddah kecuali dengan persetubuhan yang bersifat hakilanurut
jumhur tidak diwajibkanlddah dengan khalwat. Mazhab Maliki mewajibkan
Iddah dengan khalwat setelah terjadinya perkawinan yiasgl, sebagaimana
yang diwajibkaniddah dengan persetubuhan yang hakiki karena khalwdalada
tempat terjadinya persetubuan.

Dalil jumhur bagi diwajibkannyédddah dengan khalwat adalah, apa yang
diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Astram dari ZardvahAwfa, dia berkata, “para
khulafaur Rasyidin memutuskan bahwa barang siapg yaenutup pintu atau
menarik tirai, maka diwajibkan membayar mahar, davajibkan Iddah” Tidak
diwajibkan lddah dengan khalwat yang tidak diiringi dengan persabain
menurut mazhab syafi’l dalam pendapat yang baru.

Selanjutnya juga diwajibkaiddah menurut kesepakatan fugaha dengan
pemisahan yang terjadi akibat persetubuhan yangilikiesyubahat. Seperti
perempuan yang disetubuhi dalam akad perkawinang ytasid karena
persetubuhan syubahat dan perkawinan yang fasidrtsgrersetubuhan yang
terjadi dalam perkawinan yang sah dalam segi memialam bekerja dan
disandarkan nasab kepada orang yang menyetubulah lkkontoh yang terjadi
pada pembersihan rahim agar nasab dan air spetakab@rcampur.

Contoh persetubuhan dengan syubahat ; seoranqpeae bersetubuh
dengan laki-laki yang bukan suaminya, dan paranpeuan berkata kepada si
laki-laki, “ ini adalah istrimu” maka si laki-lakhenyetubuhinya berpatokan pada
ucacpan mereka. Kemudian ketahuan bahwa dia bukastianya. Tidak ada

perbedaan antara kewajib&hdah dengan salah satu dari dua sebab yang tadi
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disebutkan, yaitu bahwa perpisahan terjadi akiladékt dan fasakh. Setiap
perpisahan yang terjadi antara suami-istri, middahya adalahlddah talak,
baik perpisahan ini terjadi dengan khulu’, l’arkiteat susuan, fasakh akibat
adanya cacat, karena kesulitan ekonomi, karena rdekean, akibat perbedaan
agama, ataupun akibat jenis perpisahan yang laimgm@urut mayoritas ulama.
Juga tidak ada perbedaan antara apakah persetulgahgndilakukan bersifat
halal ataupun haram, seperti persebutuhan yanguélda kepada istri yang
tengah haid, tengah melakukan irham haji, atauponal.

Tidak ada perbedaan apakah persetubuhan dilakidikeagina ataupun
anus menurut pendapat mahzab Syafi'l yang palihghsdidak ada perbedaan
apakah laki-laki yang menyetubuhi tersebut oranggyaerakal ataupun tidak,
dengan penuh suka rela ataupun tidak. Apakah dialadaki-laki yang telah
baligh ataukah bukan. Tidak adddah sebelum terjadinya persetubuhan,
berdasarkan teks Al-Qur’an, sebagaimana yangé&ah dijelaskan.

Kemudian begitu pula diwajibkatfddah menurut kesepakatan fugaha
setelah kematian suami dalam akad perkawinan yamgneskipun hal ini terjadi
sebelum terjadinya persetubuhan ataupun hubundean a&au istri masih kecil,
atau si suami anak kecil meskipun masih menyusw, sitistri yang dibatalkan,
berdasarkan kemutlakan ayat Al-Qur'an misalnya ganlah Al-Bagarah ayat 234
yang telah disampaikan sebelumnya.

Selanjutnya mengenai mazhab Maliki dan mazhab ladmiewajibkan
Iddah kepada perempuan yang melakukan zina bertentatdgagan pendapat

fugaha lainnya, seperti halnya perempuan yangubséi dengarsyubhatkarena
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ini adalah persetubuhan yang menyebabkan rahinakarpmaka diwajibkan
Iddah dari hubungan seperti ini seperti halnya persdtabudengansyubhat.
Sedangkan fugaha lainnya menganggap tidak wajitenkarberzina tidak
disandarkan kepada nasab anak yang dilahirkarhdtngan tersebut.

B. Korelasi Teori Ibnu Qayyim Al Jauziyyah Terkait Masa lddah

Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Sejarah dan Perkembangan Teori Perubahan Hukum IbnuQayyim

Perkembangan dan perubahan hukum Islam di duxiahsdimulai dan
berlangsung sejak lama. Setelah Abu Bakar menirdygah, Umar menggantikan
kedudukannya sebagai khalifah 1l, karena usianyag yeelatif masih muda
dibandingkan dengan Abu Bakar, Umar lama memegangepntahan. Sifatnya
keras dan sebagaimana biasanya, orang yang menmpsifgia keras selalu
berusaha bertindak adil melaksanakan hukum. Sosokigykenal karena
keberaniannya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quibendasarkan keadaan-
keadaan yang nyata pada suatu waktu tertentu.

Umar mengikuti cara Abu Bakar dalam menemukanuhukNamun
demikian, khalifah Umar terkenal dengan keberadamkebijaksanaannya dalam
menerapkan ketentuan hukum yang terdapat dalamuR&@ untuk mengatasi
masalah yang timbul dalam masyarakat berdasarkamadtehatan atau
kepentingan umum. Sepintas lalu keputusan-keputysiatam kepustakaan
terkenal dengan ijtihad) Umar itu seakan-akan h&ateyan dengan ketentuan-
ketentuan Al-Qur'an, namun jikalau dikaji sifat it ayat-ayat tersebut dalam

kerangka tujuan hukum Islam keseluruhannya, ijtipadg dilakukan oleh Umar
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bin Khattab itu tidak bertentangan dengan maksuat-ayat hukum tersebut.
Banyak tindakan Umar di lapangan hukum, namun yakan dikemukakan
adalah (a) contoh-contoh ijtihad Umar yang telalindgigung juga dalam
pembicaraan yang lalu, yakiif :

a. Talak tiga yang diucapkan sekaligus disuatu tenmzata suatu ketika,
dianggap sebagai talak yang tidak mungkin rujukntsali) sebagai suami-
istri, kecuali salah-satu pihak (dalam hal ini kelstri) kawin lebih dahulu
dengan orang lain. Garis hukum ini ditentukan oléinar berdasarkan
kepentingan para perempuan, karena di zamannyakany yang dengan
mudah mengucapkan talak tiga sekaligus pada istrimyntuk dapat
bercerai dan kawin lagi dengan perempuan lain. arujya adalah untuk
melindungi kaum perempuan dari penyalahgunaandiak yang berada di
tangan pria. Tindakan ini dilakukan oleh Umar agaa lebih berhati-hati
mempergunakan hak talak itu dan tidak mudah mempyacatalak tiga
sekaligus yang di zaman nabi dan khalifah Abu Bakanggap (jatuh
sebagai) talak satu. Umar menetapkan garis hukurg glamikian, untuk
mendidik suami supaya tidak menyalahgunakan wemgelyang berada
dalam tangannya.

b. Al-Quran telah menetapakan golongan-golongan ybediak menerima
zakat, termasuknuallaf di dalamnya, yaitu diantaranya orang-orang yang
baru memeluk agama Islam yang seyogianya dilindlkagena masih

lemah imannya dan karena ia memeluk agama Islamngan dengan

43 Mohammad Daud AliOp.Cit, halaman 175.
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keluarganya (mungkin) terputus. Pada zaman RasullahAl
(baca:Rasulullah) golongan ini memproleh bagianazatetapi Khalifah

Umar menghentikan pemberian zakat padauallaf berdasarkan
pertimbangan bahwa Islam telah kuat, umat Islamhtélanyak sehingga
perlu lagi diberikan keistimewaan kepada golonghoskis dalam tubuh
umat Islam.

c. Menurut Al-Quran surat Al-Maidah (5) Ayat 38 orangng mencuri
diancam dengan hukuman potong tangan. Di masa pe#ate&an Umar
terjadi kelaparan dalam masyarakat di semenanjirap. Dalam keadaan
masayarakat ditimpa oleh bahaya kelaparan itu, nasca hukuman
terhadap pencuri yang disebut dalam Al-Quranktiiddaksanakan oleh
Khalifah Umar berdasarkan pertimbangan keadaaarrur@da dan
kemaslahatan (jiwa) masyarakat.

d. Di dalam Al-Qur'an pada surah Al-maidah ayat 5 &pat ketentuan yang
membolehkan pria Muslim menikahi perempuaniul kitab (perempuan
Yahudi dan Nasrani). Akan tetapi Khalifah Umar matey perkawinan
campuran yang demikian, untuk melindungi kedudus@rempuan Islam
dan keamanan (rahasia) Negara.

Hukum Islam terbagi menjadi dua bentuk yaitu hukslam yang bersifat
tetap dan yang bersifat elastis. Hukum Islam yamgitat tetap tidak mengalami
perubahan sepanjang masa. Kategori yang bersifgt éelalah biasanya hukum-
hukum yang berkaitan dengan ibadah mahdah, sedarighaum yang bersifat

elastis biasanya mengalami tranformasi serta paerbaeiring perubahan zaman,
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keadaan dan kebiasaan yang biasanya berhubunga@andenasalah-masalah
muamalah. Dari kedua jenis yang disebutkan terdedkum yang bersifat elastis
lebih banyak mendapat bagian ataupun porsi dibgndikum yang sifatnya
tetap.

Perlu diketahui, hukum yang bersifat elastis tewsddetika mengalami
pengembangan dan perubahan-perubahan mestilah skkajra lebih ekstensif,
artinya dikaji secara terperinci menggunakan peatdekpendekatan Sunnah, dan
ijtima’ atas prinsip-prinsip pokok yang nantinyaaakmengalami perubahan.

Ibnu Qayyim menyatakan bahwa transformasi hukuntitalksliiring oleh
transformasi tradisi. Dalam hal ini lbnu Qayyim rgejukan dua kasus
transformatif untuk mendukung pokok pikirannya tyai

a. Transformasi hukum adalah suatu tindakan berdaaknantradisi, makna
Urf. secara operasional prinsip ini dapat dicermatagaasus transformasi
penetapan hukum pada suatu tindakan yang didasadden arti tradisi.
Penetapan hukum suatu kasus yang berkaitan deregaikian makna
suatu ungkapan yang berkaitan dengan pemakaianansalatu ungkapan
harus didasarkan pada makna tradisi dan bukanrpakiaa leksikal.

b. Transformasi hukum suatu kasus berdasarkan pald&tradisi, Secara
operasional prinsip ini dapat dicermati pada kasussformasi penetapan
hukum suatu tindakan dan prilaku yang didasarkasa parilaku dan
tindakan.Penetapan hukum tentang prilaku yang sudattradisi harus
didasarkan pada rasa keadilan hukum tradisi, spagiuan syar’i dalam

keadaan netral dan vakum.
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Jika dikaji secara umum, pemikiran hukum Islam a#iat secara
representatif mendukung prinsip tradisi sebagaickuypenyebab transformasi
hukum Islam. Secara sosiologis, tradisi atau ad@&dat merupakan bentuk
kontrol sosial tertua. Tradisi merupakan seperangi@sedur yang muncul secara
bertahap dari generasi ke generasi lainnya samepgadinya keyakinan sosial.
Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa tradisi pakan salah satu variabel
bagi terjadinya perubahan hukum. Perubahan hukuragsé suatu kemestian
dalam sistem hukum Islam harus dipahami secaraopmmal. Dikatakan
demikian karena proporsionalitas perubahan hukuan akenempatkan setiap
permasalahan secara tepat dan benar. Hal ini penkarena tanpa
proporsionalitas, bisa saja perubahan hukum yalagukan akan tercabut dari
akarnya**

Adapun teori perubahan hukum yang digagas oleh ®awyim adalah
sebagai berikut®

a. Faktor Zaman

Terkait dengan faktor ini, lbnu Qayyim mengemukakahwa ketika
Nabi Saw melihat kemungkaran di Mekah, kemungkdeseebut tidak dapat
diubahnya, akan tetapi setelah Fathul Makkah danatumslam meraih
kemenangan, maka segala kemungkaran dapat diuladgdmDhal ini kebiasaan-
kebiasaan yang hidup dan berkembang pada maseeitjadn tolak ukur dalam
komponen-komponen perubahan hukum. Misalnya, pad#ols kasus saat itu

sebelum adanya perubahan hukum mengenai pengharanmaiman khamar

* Abdi Wijaya. Op.Cit.,halamars3s.
45/bid., halaman 390.
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secara spesifik/gradual. Dikarenakan pada masaiyghi tersebut segala
kemungkaran merupakan bukan suatu tindakan krimimabka dalam
pemberlakauan hukum mengenai khamar haruslah &#aaksecara hati-hati dan
cenderung menempatkan secara spesifik siapa-segpadan dalam tujuan apa
khamar itu dilarang. Dari gambaran contoh kasusehlert kebiasaan-kebiasaan
pada dimensi zaman dimana hukum itu sedang dan ladaku menjadi aspek
penting oleh lbnu Qayyim dalam upaya pembaharuéiddng hukum Islam.

Pada saat sekarang ini jika ditinjau mengenabfakaman terhadap topik
penelitian mengenai madadah akibat dari putusnya perkawinan/pernikahan
perlu dianalisis secara lebih spesifik. Hal ini &hsnya dalam mengkajinya
menggunakan analisis kemajuan perkembangan zanbétamy teknologi dan
medis. Jika ditinjau mengenai hikmah dan tujuamakannyalddah yang salah
satunya adalah memastikan kondisi rahim seorargnpmran setelah perceraian
agar nantinya jika diketahui masih mengandung ddpatahui nasab ayahnya.
Pencitraan memegang peranan yang sangat pentindgtig medis.

Teknologi pencitraan medis menawarkan potensi atabgsar dalam
membantu dokter melakukan pencegahan dini, penetapagnosis, serta
pemberian treatment lanjutan kepada para pasiata Panyak kasus, teknologi
ini juga telah menjadi langkah pertama dari seraiggk proses tindakan medis
yang harus dilakukan dokter. Salah satu bentuk ifpean yaitu dengan
melakukan USG (Ultrasonografi). USG dapat menjddign untuk mendiagnosa
kelainan didalam tubuh juga pemeriksaan kehamikmera tidak mengandung

resiko yang membahayakan seperti resiko yang difikaip dari peralatan
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diagnostik yang menggunakan zat radiodktiMaka hal tersebut merupakan
alasan pembanding dalam sudut pandang medis daoldgkpada masa sekarang
ini secara spesifik dan gradual. Sehingga jika jokrpada alasan pembaharuan
dalam unsur perkembangan zaman teori Ibnu Qayyirkandalam keadaan

tertentu untuk menghindari kemudaratan tidak juga ldisalahkan mengenai
kajian perubahan hukum terkait maddah dalam hukum Islam.

b. Faktor tempat

Terkait penjelasan mengenai tempat, Ibnu Qayyineraeg memotong
tangan musuh dalam medan perang. Pelarangan tedsielbwkan dengan alasan
bahwa peperangan tersebut terjadi di wilayah muBatam uraian yang lain
disebutkan bahwa Nabi Saw pernah mewajibkan zakedhf berdasarkan
makanan pokok dari penduduk setempat. Nabi Saw tayghen zakat fitrah
berupa satu gantang kurma atau satu gantang gaatwnsatu gantang anggur
bagi penduduk kota Madinah.

Hal tersebut ditetapkan oleh Nabi Saw berdasabldmva jenis makanan
yang telah disebutkan merupakan makanan pokokgdemgiuduk Madinah. Maka
tempat diberlakukan hukum tersebut menjadi dasanbpdakuan terhadap
pengkajian dalam melakukan perubahan hukum. Baganm@enganlddah
terhadap masyarakat plural dan global di Indonesisalnya. Dengan situasi
bermasyarakat dan percampuran budaya yang tekj#itgperkembangan zaman
dan globalisasi menyebabkan pola hidup dan keblagsa@asyarakat turut ikut

berubah dan berkembang. Akibat perkembangan pdfedlggan masyarakat

¢ Syahrul Imardi dan Kalamullah Ramli,20engembangan Dan Pengkayaan Fungsi
Antarmuka Perangkat Lunak Untuk Visualisasi Dan I&ma Citra Ultrasonografi, Fakultas
Teknik Universitas Indonesia: Jurnal Ul, halamaa 1-



51

Indonesia yang hedonis, pluralis bahkan hampir meggyng dan menyebabkan
terjadinya penyimpangan norma dan agama.

Contohnya terhadap bahaya zina yang terus menghamasyarakat
Indonesia yang memilih menjadi bagian dari perkergha kultur dan budaya
luar yang telah berasimilasi dan berakulturasi danigudaya sendiri. Akhirnya
zina menjadi sebuah kebiasaan yang sering kaligdegm wajar. Padahal jelas
agama khususnya dalam Islam zina merupakan suabugien yang hina dan
diharamkan.

Demi menghindari hal tersebut dalam keadaan mekiken sesuai
dengan contoh dalam perubahan hukum dipengarulorfakmpat oleh Ilbnu
Qayyim menjadi salah satu gambaran yang mestinkajidian mungkin saja
diterapkan. Terkait madddah atau masa tunggu atas seorang perempuan setelah
perceraian maka jika dalam keadaan perempuan tersabit menghindari
perbuatan yang dilarang seperti zina, apalagi denkgadaan masyarakat
Indonesia saat ini, bisa jadi unsur dan komponeabadan hukum dengan faktor
tempat ini dapat terpenuhi.

c. Faktor situasi

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya atas ltopéoistiwva yang
terjadi pada masa Umar bin Khattab yaitu meniaddkeétuman potong tangan
pada masa paceklik. Faktor situasi menjadi alasamimy kenapa Umar pada
masa itu memberlakukan kebijakan tersebut. Sitymsia saat itu sedang
mengalami paceklik dan krisis pangan yang menyedralsietiap masyarakatnya

sulit dan kesusahan khususnya dalam memproleh paMgka pada akhirnya
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situasi tersebut memungkinkan demi tercapainya kEhatan umat pada masa
itu untuk dilakukannya transformasi hukum.

Ibnu Qayyim berdasarkan kejadian pada masa Umseliet menjadikan
faktor situasi juga sebagai salah satu faktor pgrdalam melakukan transformasi
hukum. Jika dianalisis faktor situasi teori Ibnu y§ien dalam melakukan
perubahan hukum pada fokus topik penelitian mengemssa lddah perlu
diketahui pula alasan-alasan dan situasi yang mgkmian terhadap aturan
hukum mengenai hal tersebut. Situasi dalam perkeg#ma dunia medis dan
teknologi yang sudah dapat menjadi salah satu reetduususnya untuk
memastikan kesterilan rahim seorang perempuan pescaraian. Dalam hal ini
faktor situasi erat kaitannya dengan faktor zankaktor perkembangan zaman
menjadikan perubahan-perubahan struktural dalarbabar aspek kehiduppan
yang menyebabkan perubahan situasi-situasi darkpbldupan masyarakatnya.

Pada akhirnya jika merujuk pada analisis keterkagtistara faktor situasai
dan faktor zaman atas kajian-kajiannya mengenaensig masalddah dan
transformasi hukumnya dalam keadaan-keadaan tertéhjuannya untuk
kembali menghindari terjadinya kemudharatan sepgré yang telah dilakukan
Umar bin Khattab dahulu.

d. Faktor Niat

Niat merupakan hal terpenting dalam melakukan suagubuatan.
Bagaimana kemudian niat menjadi syarat sah daldrarapa ibadah wajib misal,
shalat, puasa, zakat, dan semacamnya. Begitu pala dalam melakukan

kegiatan-kegiatan dibidang muamalah. Tidak hangalah mahdah saja, ibadah



53

dibidang muamalah semisal beniaga juga membutuhigdryang pasti dan jelas.
Suatu perbuatan dengan maksud dan tujuan yang jedak dan tidak pasti
menjadikan perbuatan dan hasilnya menjadi multitafs

Contoh seperti pada peristiwa ketika suami meRkgat&epada istrinya
jika aku mengizinkanmu keluar menuju kamar mandikanjatulah talakmu. Oleh
karena sesuatu dan lain hal, istrinya membutuhleanak mandi tersebut, maka
berkata suaminya “keluarlah”. Oleh sebahagian nmrakgh menganggap bahwa
jatuhlah talak bagi si istri hanya dengan kata t&dbh”. Si suami kemudian
mempertanyakan hal tersebut kepada seorang mwibdan mufti menegaskan
bahwa talak telah jatuh kepada si istri dengangiadn “keluarlah” dari si suami.
Menurut Ibnu Qayyim terhadap peristiwa tersebahdgap suatu hal yang bodoh
karena kata “keluar” bukan dimaksudkan oleh suabagai izin. Tindakan mufti
yang menceraikan suami dari istrinya tersebut adhkl yang tidak diizinkan
oleh Allah Swt dan Nabi Saw, demikian juga tidalialiéhkan oleh para imarfY.

Jika dianalisis terhadap permasalahan yang tepdh kasus diatas lbnu
Qayyim dalam teori perubahan hukum menggolongk&tofaniat sebagai salah
satu faktor penting atas perubahan hukum itu serfhalisis faktor niat dalam
topik penelitian yaitu status hukurnddah maka seorang perempuan pasca
perceraian apabila disingung terkimltlalnya, perlu alasan khusus dan spesifik
apabila ingin melakukan transformasi hukum terseBytakah kemudian jika
seorang perempuan pasca perceraian ketika rogkdnya belum berakhir,

namun dirinya melangsungkan perkawinan kembaliupdiketahui secara jelas

47 Abdi Wijaya.Op.cit.,halaman 392.
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niat mengapa perempuan tersebut melakukannya. /Akaaan seperti apabila
perempuan tersebut sulit untuk menahan nafsunyaapperceraian, ataupun
keadaan ekonomi untuk menghidupi dirinya dan/&luarganya akibat cerai
mati, maka demi mengindari kemudharatan dan kesuberdasarkan teori Ibnu
Qayyim memungkinkan dilakukannya transformasi hukardasarkan faktor niat
tersebut.

e. Faktor Adat

Faktor selanjutnya dalam transformasi hukum mentibaiu Qayyim
adalah faktor adat. Faktor adat berperan pentitgnd&eikutsertaannya faktor-
faktor lainnya yang telah disebutkan sebelumnyauyéaktor zaman, faktor
tempat, faktor situasi, dan faktor niat. Faktorta#ding memiliki hubungan antar
faktor-faktor lainnya tersebut. Faktor adat merkadi situasi dan tempat yang
pada akhirnya mempengaruhi pola prilaku masyara&aa wilayah tersebut.

Contohnya seperti yang disampaikan Ibnu Qayyim dengrang yang
bersumpah untuk tidak mengendardabbaliDimana di daerah tersebut kata
“dabbalisesuai dengan urf/adat yang berlaku diartikandeagleOleh karena itu,
sumpahnya hanya berlaku untuk mengendarai hewag pemama keledai.
Adapun jika orang tersebut mengendarai kuda atata, omaka tidak ada
konsekuensi hukum baginya. Demikian juga sebaliknyjika yang
dimaksud:tabbaltisesuai dengan adat/urf pada daerah lainnya a#tat#n, maka

sumpahnya tersebut hanya berlaku untuk hewan kaaglgrang bernama kuda.
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Hal tersebut memberi indikasi bahwa perubahan huseladlu memperimbangkan
adat/urf suatu daerdf.

Namun demikian, apabila faktor adat sebagai sakh faktor untuk
melakukan perubahan hukum menurut Ibnu Qayyim,at&p topik penelitian
yang berkaitan dengan magdddah adat sedikit banyaknya mestilah dikaji
bersamaan dengan faktor-faktor lainnya. Hal ini jadikan faktor adat dalam
proses transformassi hukum terkait mdsaah tidak bisa berdiri sendiri.
Sehingga pada akhirnya faktor-faktor tersebut hahusaling diselaraskan dalam
upaya proses transformasi hukum demi tujuannya hedari hal-hal buruk dan
kemudharatan.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perubahan Hukum

Hukum Islam tidak ditemukan sama sekali dalam At:@udan literatur
hukum dalam Islam. Yang ada dalam Al-Quran adalkata syariah, figih,
hukum Allah, dan yang seakar denganffyKata-kata hukum Islam merupakan
terjemahandari termiSlamic Law” dari literatur Barat. Dalam penjelasan tentang
hukum Islam, yaitu keseluruhan kitab Allah yang genr kehidupan setiap
Muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini &itkum Islam lebih dekat
dengan pengertian syariah.

Hasbi Asy-Syiddigy memberikan definisi hukum Islalengan “ koleksi
daya upaya fukaha dalam menerapkan syariat Isl&maselengan kebutuhan

masyarakat.” Pengertian hukum Islam dalam definighendekati kepada makna

48 [}
Ibid.,
* Mardani. 2013Hukum IslamJakarta; Kencana, halaman 9.
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figih.>® Untuk lebih memberikan kejelasan tentang arti hwuklslam, perlu
diketahui lebiih dahulu arti kata dari “ hukum”. Bmarnya tidak ada arti yang
sempurna tentang hukum. Namun, untuk mendekatkpadkepengertian yang
mudah dipahami, meski mengandung kelemahan, defjaisg diambil oleh
Muhammad Muslehuddin dafxford English Dictionaryperlu diungkapkan.
Menurutnya, hukum adalahthe body of rules, wether proceeding from formal
enactment or from custom, which a particular statecommunity recognizes as
binding on its members or subjectgSekumpulan aturan, baik yang berasal dari
aturan formal maupun adat, yang diakui oleh makghardan bangsa tertentu
sebagai mengikat bagi anggotanya).Bila hukum dihubungkan dengan Islam,
maka hukum Islam berarti seperangkat peraturagabarkan wahyu Allah dan
Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalafyydiakui dan diyakini
berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beradalaa”. Dari definisi
yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa huklam mencakup hukum
syariah dan hukum figih, karena arti syara’ daihfigrkandung di dalamnya.
Seperti yang diketahui bahwa hukum Islam menjatihsaatu sumber
dalam penyusunan hukum Nasional yang berlaku dorlesia. Sehubungan
dengan sebagian besar rakyat Indonesia adalah yemghma Islam, untuk itu
hukum Islam memegang peranan penting dalam menibetdm membina
ketertiban sosial umat Islam dan mempengaruhi aegapek kehidupannya.
Maka untuk itu dilakukannya transformasi norma-r@rhukum Islam kedalam

hukum Nasional yang disesuaikan dengan PancasidJddang-Undang Dasar

0 hid.
L 1bid.
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Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan relevamgate kebutuhan hukum
khusus umat Islartf.

Kajian mengenai perubahan hukum dalam mengagepsbahan hukum
oleh Ibnu Qayyim apabila dikaji dalam pandanganuhnuKkslam mengenai hal
tersebut mestilah dikaji pula dengan filsafat hukisham. Filsafat hukum Islam
terdiri dari tiga kata, yaitu: Filsafat, Hukum, distam.>® Ketiga kata itu memiliki
definisi masing-masing dan tentunya kajian filsafetrupakan bagian dari kajian
hukum Islam itu sendiri. Sebelum mendefinisikasdiat hukum Islam, alangkah
terlebih baiknya dahulu, mendefinisikan filsafatkbion. Filsafat hukum adalah
pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistenhagiis, dan radikal tentang
berbagai aturan bernegara. Tentunya Kkajian fisafdebih luas dan terperinci
dan mendalam dalam suatu kajian yang dibahas. Hu&dalah peraturan-
peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku mardeam lalu lintas hidup.
Dalam Islam, “hukum” adalah menetapkan sesuatu seagatui{sbatu syai’in
ala sya’in. secara ringkas, ia berarti ketetapan.

Filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tergdakikat hukum Islam,
sumber asal muasal hukum Islam dan prinsip penengpaserta manfaat hukum
Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksakaribgagan demikian, yang
dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah sdt@gah, asas atamabda,
aturan-aturan dalam pengendalian masyarakat pensgakna Islam. Kaidah-
kaidah itu dapat berupa ayat Al-Qur’an, hadis ppatiaahabat dasabi’in, ijma’

ulama, fatwa lembaga keagamaan. Filasafat hukuemlsliartikan pula dengan

52 .
Ibid., halaman 12.
3 Muhammad Syukri Albani Nasutio@p.Cit.,halaman 3.
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istilah hikmah at-tasyri’. Dalam sejarah pembianaankum Islam dapat
ditemukan bahwa para ahlshul telah mewujudkan falsafah at-tasyri’ sehingga
hukum terus terbina dengan baik. Oleh karena isafat hukum Islam dapat
dibagi menjadi tiga macam, pertarf@safah asy-syarighyang mengungkapkan
masalah ibadamuamalah, jinayah, dan uqubalari materi hukum Islam, filsafat
syariat mencakupsrar al-ahkam dantawabi’ al-ahkam Keduafalsafah tasyri
yaitu filsafat yang memancarkan hukum Islam, metiguadan memeliharanya.
Falsafah tasyri’ meliputi ushul al-ahkam, magasid al-ahkaman gawai’l al-
ahkam. Ketiga hikmahat-tasyri'wa falsafahatuhyaitu kajian mendalam dan
radikal tentang prilakumukallaf dalam mengamalkan hukum Islam sebagai
undang-undang dan jalan kehidupan yang lurus.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpullkedowa filsafat hukum
Islam merupakan pengetahuan tentang rahasia hunmdigali secara filosofis,
baik dengan pendekatan antologis maupun epistemolBgsafat hukum Islam
dapat diartikan pula sebagai pengetahuan tentarkgimhulslam dan asal-
muasalnya, proses pencarian rahasia ddlat ‘ hukum serta tujuannya
diberlakukan sebagai prinsip-prinsip dasar untukptieku. Usaha yang
dilakukan dalam pemikiran mendalam tentang hakdéwatber, dan tujuan hukum
Islam tidak sebatas menggunakan rasio, tetapi mekkas pendekatan
kewahyuan dengan rasio, sehingga ada keseimbangstodatogis untuk
mencapai kebenaran tinggi, sehingga sesuai dengédsuch dan tujuan Allah
menetapkan dimuka bumi, yaitu untuk kesejahteramatunanusia seluruhnya.

Dengan filsafat ini, hukum Islam akan benar-bema&ok sepanjang masa.
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Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yangabeedeologis.
Artinya hukum Islam itu diciptakan karena ia memyaintujuan. Tujuan dari
adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaiatunia dan kebahagiaan di
akhirat. Jadi hukum Islam bukan bertujuan meraibakagiaan yang fana dan
pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkaahlegiaan yang kekal di
akhirat kelak. Inilah yang mebedakannya dengan imukonanusia yang
menghendaki kedamaian dunia saja. Tujuan dari huklam tersebut merupakan
manifestasi dari sifatahmandanrahim (maha pengasih dan maha penyayang)
Allah pada semua makhlukny®ahmatan lil alaminadalah inti syariah atau
hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapatga&kan perdamaian dimuka
bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikadil&an kepada semua
orang. Keadilan sangat mulia dihadapan Tuhan dah &iil merupakan jalan
menuju takwa, setelah iman kepada Afiah.

Hukum Islam, dalam upaya menegakkan itu semuaushasiap
menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul kareperkembangan
masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karengeitgkajian filsafat hukum
Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukistam akan mengakkan
hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap taatepgman dan merupakan
hukum terbaik sepanjang masa bagi semesta alanfaMastudi filsafat hukum
Islam adalah, pertama, menjelaskan bahwa kajiaaféit hukum Islam akan
memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuhdé&eghli hukum Islam.

Kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk penigikasecara lebih mendalam

> Ibid., halaman 57.
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terhadap hukum Islam. Ketiga, untuk mewujudkan hukang berkeadilan yang
senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Keempagkggn filsafat hukum
Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeldengan ilmu-ilmu
agama lainny&

Para ahli sepakat bahwa Al-Quran adalah kitabi stang sangat
mendorong siapa saja yang mau membacanya agan sedémhberdayakan akal
untuk berfikir, baik untuk menemukan berbagai madebutuhan hidupnya,
maupun untuk mengetahui kebesaran kemaha kuasagrpsacipta, Allah Swit.
ayat-ayat Al-Qur’an pendorong utama lahir dan betd@ngnya pemikiran fislafat
dalam Islam. Dalam hal ini keberadaan akal dianggaming untuk mengkaji
serta menggali sesuatu hal untuk menemukan kelbretenaadap hal yang kita
cari pembenarannya.

Banyak kata (lafaz) yang dipakai oleh Al-Qur'angieean berifkir dan
perlunya berfikir, sepertagala, nazhara, tadabbara, tafakkara, fagiha, teea,
fahima, ulu al-albab, ulu al-abshar, ulu al-nulyang tersebab dihampir seluruh
surat.”® Pada dasarnya ayat-ayat dan lafaz-lafaz tersebnggambarkan betapa
tingginya penghargaan Al-Qur'an terhadap akal dataga pentingnya akal
tersebut untuk kepentingan manusia. Berifikir datala menggunakan akal
adalah diantara ajaran yang sangat mendasar dalam, Isehingga orang yang
berilmu mendapatkan penghargaan dan posisi yandg tarreormat dalam Al-

Quran. Karena dengan menggunakan akal kita damahahami secara jelas

55/bid., halaman 58
° Alaiddin koto. 2013filsafat hukum IslamJakarta: Rajagrafindo persada.Cet. Ke-2,
halaman 16.
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tujuan serta manfaat dari ketentuan-kententuan k#aganggap penting untuk
mengetahui kebenarannya.

Oleh sebab itu penggunaan akal dalam Islam tigakydn dalam kajian
filsafat Islam secara khusus, tetapi juga hampiidding ilmu, sepertiasawuf,
figih, usul al-figih, kalam, saingjan lain sebagainyd’ Untuk dasar itu pulalah,
sejarah mencatat, bahwa dunia Islam mampu menpapabak peradaban dunia,
terutama di masa daulah Abbasiah, yang ditandajatetahirnya banyak ilmuan
dan karya-karya keilmuan mereka yang sangat bergamgai sekarang. Artinya,
pemikiran filsafat berhubungan sangat erat denbpan-iimu kelslaman lainnya,
termasuk dibidang hukum Islam.

3. Korelasi Teori Ibnu Qayyim Al Jauziyyah Terhadap Hukum Islam

Terkait Masa Iddah

Korelasi menurut kamus besar bahasa IndonesiadBIKBidefinisikan
sebagai hubungan timbal balik atau sebab akibaty gaat disebabkan oleh sifat
yang sama-sama mempengaruhi. Pandangan lbnu Qaatgs transformassi
hukum yang memiliki lima faktor dan memiliki tujuamama untuk mencari
alassan-alasan terbaik sebagai dasar perubahamh@adangkan filafat hukum
Islam seperti sudah dijelaskan sebelumnya berupenkidlosofis tentang hakikat
hukum Islam, sumber asal muasal hukum Islam darsipripenerapannya, serta
manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yaglgksanakannya.

Persoalan-persoalan hukum dalam berbagai aspelaga masa

terdahulu tidak pernah terjadi dan menjadi kemumghkikemungkinan untuk

*|bid., halaman 17.
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muncul dan berkembang tetapi pada saat ini berkegibaersoalan-persoalan
seperti halnya dalam muamalah misal zakat proéessiransi, peraktik perbankan
elektronik, pasar modal, bursa efakcommercedan lain-lain. Maka dari itu
untuk menyikapi hal tersebut para ulama berusahagmierpretasikan produk
hukum dengan sungguh-sungguh yang kemudian digmgan ijtihad. Objek
ijtihad adalah segala sesuatu yang tidak diatuaraetegas dalam nash Al-Qur'an
dan sunnah serta masalah-masalah yang sama seééklintempunyai landasan
nash fha la nashsha fij Tetapi kemudian terhadap topik penelitian besgkai
dengan Iddah yang dalam Al-Qur'an telah disebutkan dan ditentuka
kewajibannya.

As-Syathiby dalam kitabnyaal-Muwafaqat fi ushul al-syari’ah
mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkan huksiam adalah untuk
kemaslahatan manusia baik di dunia dan akhirat.dséahatan itu akan terwujud
dengan cara terpeliharanya kebutuhan yang berdlaruriyat, hajiyat dan
terealisasinya kebutuhaahsiniyatbagi manusia itu sendi.

1) TujuanDharuriyat (primer)

Kebutuhandharuriyat yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi
kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslamagsieka, syariat yang
menjadi tiang untuk menegakkan berbagai kemaslalthtdunia dan akhirat. Jika
tiang-tiang syariat tersebut tidak ditegakkan diéakdanakan, maka kemaslahatan

itu tidak akan terwujud. Bahkan, kerugian dan kakaslah yang akan terjadi.

%8 Alaiddin Koto.2014.llmu Figih dan Ushul Figih Jakarta : Rajawali Pers. Cet. Ke-5,
halaman 115
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Selanjutnya As-Syatibi menyebutkan tujuan yang ifargharuriyat itu
ada lima, yaitor® Pertama melindungi agamkh{fdzu ad-die:ni melindungi jiwa
(khifdzu an-nafsy melindungi keturunankbifdzu an-nas)i melindungi harta
benda khifdzu al-ma:l), melindungi akal fikirankhifdzu al-‘aql).

Imam al-Qarrafi menambahkan lima bagian diatasjaerenam, yaitu
bertujuan memelihara kehormatan dikhifdzu al-‘irdli). Kemudian dalam
maksud memelihara agama, Allah Swt. memerintahkanmk muslim agar
menegakkan syiar-syiar Islam, seperti shalat, puas&at, haji, dan lain
sebagainya. Jika dikaitkan terhadap topik penglitemtang statukldah setelah
perceraian maka ke-enam poin tersebut mestilahalieés dan dikaitkan agar
ditemukannya kesimpulan sementara. Dalam hakikduigah, yang jelas sudah
diatur nasmya dalam Al-Qur’an, apabila dilakukan transformfaskum terhadap
Iddah itu sendiri maka perlu dicari tahu nantinya apak&an mempengaruhi
nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur’an atadatk. Hal ini guna menjawab
poin pertama mengenai melindungi agakiaifdzu ad-die;ni).

Kemudian terkait poin kedua yaitu melindungi jivikada kasus tertentu,
ketika seorang perempuan mengalami cerai mati slaminya, sedang kondisi
keluarganya maupun suaminya saat itu sebelum diasaoleh maut dalam
keadaan yang kurang mencukupi. Sehingga pada #khiketika seoang
perempuan tadi sedang menjalani mdsaah bagaimana kemudian dia
menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Hal terselemongkinkan jika dikaitkan

terhadap poin kedua yang menyebabkan terancamwgaakibat tidak mampu

%9 Musthafa Kamal Pasha, dk®p.Cit., halaman 3. Lihat juga Alaiddin Kot®p.Cit,
halaman 116.
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menghidupi kehidupannya. Maka apakah transformaguin terhadaplddah
dengan alasan tersebut mungkin untuk dilakukanasartan poin kedua dalam
tujuan hukum Islam yang disebutkan diatas.

Lanjut kepada point ketiga yakni Melindungi ketuam khifdzu an-
nasli). Hikmahlddah seperti yang sudah diuraikan pada bagian sebelursalah
satunya yaitu untuk melindungi nasab atau keturwapabila si perempuan yang
bercerai tadi diketahui mengandung. Ini disebabkarena seorang anak yang
lahir haruslah diketahui siapa nasabnya, dan ap#diir diluar perkawinan maka
nasabnya hanya akan ikut kepada ibunya. Namumhtdrkait dengan turunnya
nashdan tuntunan terkaitddah pada masa Rasulullah hingga kini situasi dan
kondisi yang telah banyak mengalami perubahan. @anyim menggunakan dua
prinsip tersebut baik situasi dan tempat sebagesaal terjadinya transformasi
hukum. Hal ini sudah diutarakan sebelumnya pulaikumhemastikan kondisi
rahim seorang perempuan apakah sedang mengandung tatak bisa
memanfaatkan kemajuan teknologi dan medis melaisalisasi pencitraan
seperti USG. Pada ketiga ini pula alasan dilakukantransformasi hukum
memungkinkan karena tidak ada pertentangan beramiun mesti dikaji secara
komprehensif.

Poin keempat dan kelima terkait transformasi hukasil dari korelasi
antara teori lbnu Qayyim terhadap filsafat hukutarns atas kajiariddah tidak
banyak memiliki keterkaitan dalam pelaksanaannyamih pada poin kelima
yakni memelihara kehormatan dikhifdzu al-‘irdli), seperti uraian pada faktor

dalam teori perubahan hukum Ibnu Qayyim sangatimgnkarena berkenaan
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dengan kehormatan seorang perempuan setelah panceBalam satu sisi,
seorang perempuan setelah perceraian dengan adddgh menjadikannya
terlindungi dari tudingan-tudingan negatif secamrspnal terhadap dirinya.
Karenalddah juga dilangsungkan demi menjaga harkat dan marsedrang

perempuan pasca pereraian. Namun pula, apakah pesantersebut ketika tidak
mampu menahan hawa nafsunya selama menjédialaih, demi menghindari
perbuatan zina, bagaiamana kemudian perempuarmuéisgak untuk langsung
melangsungkan perkawinan kembali demi menjaga kedtannya Khifdzu al-

‘irdli).

Selain itu, untuk pemeliharaan terhadap eksisf@mgi manusia, manusia
dituntut untuk melakukan sesuatu yang mengarah pedzeliharanya jiwa
tersebut, seperti makan, minum, pemeliharaan ke&mehdan lain sebagainya.
Begitu juga terhadap pemeliharaan keturunan darta,hd@aum muslimin
disyariatkan agar melakukan perkawinan secara satemiliki dan
mengembangkan hartanya berdasarkan cara-cara ggalj seperti berdagang
dan lain sebagainya. Sedangkan untuk memelihard sd@ara baik, kaum
muslimin disyariatkan agar selalu menggunakan gkalmemikirkan diri dan
ciptaan Tuhannya, menuntut ilmu yang bermanfaat aia sebagainya.

2) TujuanHajiyat (sekunder)

Adapun dimaksud dengan tujubtajiyat adalah sebagai sesuatu yang
dibutuhkan guna menghilangkan kesempitan. Artingiaklaan aspekajiyat ini
tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupamusiza menjadi rusak,

melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dssukaran saja. Prinsip
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utama dalam aspekhajiyat ini adalah untuk menghilangkan kesulitan,
meringankan bebataklif, dan memudahkan urusan mereka. Untuk maksud ini,
Islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam bebdriglpang, mu’amalat, dan
‘uqubat(pidana). Hal ini dapat dijelaskan lagi dalam obrtontoh berikut ini:

Pada bidang ibadah, Islam memberikamkhshah (dispensasi) dan
keringanan bila seseorang mukallaf mengalami kKasuldalam menjalankan
suatu kewajiban ibadahnya. Misalnya, diperbolehitarseseorang tidak berpuasa
dalam bulan Ramadhan karena ia dalam berpergian sekit. Begitu pula
bolehnya seseorang menggasarkan shalat bila iangetdlam bepergian dan
bertayamum sebagai ganti wudhu’ atau mandi junuik&detiadaan air bersih
atau tidak dapat menggunakan air.

Pada bidang mu’amalat, antara lain Islam membailehkal beli pesanan
(istisshna) dan jual beli salam (jual beli dimana barang yatigeli tidak
langsung ketika pembayaran dilakukan, melainkanukikamnya, sebab barang
yang dibeli itu tidak berada di tempat ketika tess dilakukan). Begitu juga
dibolehkan seorang suami mentalak istrinya apabi@ah tangga mereka benar-
benar tidak mendapat ketentraman lagi. Diperkemanfa sistem bagi hasil
antara petani yang tidak memiliki sawah ladang darngl pemilik sawah ladang
adalah salah satu bentuk lain dari apa yang disstastgaal-umur-al-hijayatini.

Pada bidanguqubat Islam menetapkan kewajiban membayar denda
(diyat) bukan gisas bagi orang yang melakukan pembunwmastdak sengaja,
menawarkan hak pengampunan bagi orang tua korbarbymeihan terhadap

orang yang membunuh anaknya, dan lain sebagainya.



67

Hal tersebut, apabila dikaitkan terké&idah dalam kajian transformasi
hukum menggunakan teori Ibnu Qayyim dan merujukapachian keenam poin
pada tujuan primer diatas, kemungkinan-kemungkitersebut mungkin saja
diwujudkan. Namun perlu kembali adanya kajian kaghpnsif dalam mencari
solusi yang tepat dan demi kemaslahatan umat daghirelari kemudharatan.

3) TujuanTahsiniyat(pelengkap, tertier)

Kebutuhan tahsiniyat adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada
prinsipnya berhubungan dengaml-mugarim al-akhlag, serta pemeliharaan
tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adet chu’amalat, tujuan
tahsiniyat ini mengambil sesuatu yang baik dalam adat kebmasdan
meninggalkan hal-hal yang buruk yang akan mengo&i@lnya. Artinya,
seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupamusia tidak akan
terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujpdketharuriyatdan juga tidak
akan membawa kesusahan seperti tidak terpeuhingak dgjiyat Namun,
ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kogdisy kurang harmonis dalam
pandangan akal sehat dan adat kebiasaa, menya&paiukan, dan menurunkan
martabat pribadi dan masyarakat.

Aspektahsiniyahdalam bidang ibadah, misalnya kewajiban membenihka
diri dari najis, menutup aurat, berhias bila hend&knesjid, dan melakukan
amalan-amalan sunnat dan bersedekah. Berlaku sgpdnn dalam makan dan
minum atau pergaulan sehari-hari, menjahui halyhaly berlebihan, mengindari

makan makanan kotor, dan lain sebagainya adalabrdyed contoh dari aspek
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tahsiniyah dalam perspektif hukum Islam di bidang adat atebidsaan yang
positif.

Selanjutnya, keharaman melakukan jual-beli dengaa memperdaya dan
menimbun barang dengan maksud menaikkan hargagaergian, spekulasi, dan
lain sebagainya adalah contoh aspetksiniyatdalam bidang mu’amalat. Perlu
ditegaskan bahwa ketiga jenis kebutuhan manudiear(riyat, hajiyat, dan
tahsiniyat) diatas dalam mencapai kesempurnaan kemaslahatgndyiaginkan
syar’i sulit untuk dipisahkan satu sama lain. Sigkal aspek-aspekharuriyat
merupakan kebutuhan yang paling esensial, tapi kurkesempurnaannya
diperlukan aspek-aspdiajiyat dantahsiniyat Hajiyat merupakan penyempurna
bagi dharuriyat dan tahsiniyat merupakan penyempurna bagajiyat Namun,
aspekdharuriyatadalah dasar dari segala kemaslahatan manusia.

Sekalipun dikatakadharuriyatmerupakan dasar untuk adarngiyat dan
tahsiniyat itu tidak berarti bahwa tidak terpenuhinya dubutahan yang disebut
terakhir akan membawa kepada hilangnya eksist#raiuriyat Atau, ketiadaan
dua aspek itu tidaklah menganggu eksistaitsaruriyat secara keseluruhan.
Namun, untuk kesempurnaan tercapainya tujuan sylfam mensyariatkan
hukum Islam, ketiga jenis kebutuhan tersebut h&ysenuhi. Dan inilah yang
dimaksud bahwa ketiga kebutuhan tersebut merupsétan kesatuan yang sulit
dipisahkan.

Meninjau sejarah seperti pada akhir abad ke-2{@ yalu, pembicaraan
tentang aktualisasi hukum Islam banyak dibicaradeh para ahli hukum Islam,

bahkan juga oleh para ahli hukum non-Islam. Haldisebabkan karena umat
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Islam di dunia ini di satu pihak memerlukan hukwstai sebagai hukum agama
yang dapat mengayomi kehidupan dunia dan akffrat.

Tetapi disisi lain pakar hukum Islam melakukan gdesuran dengan
melihat bahwa hukum Islam tersebut dalam kitabbkFagih oleh paranujtahid
beberapa abad yang lalu dalam beberapa hal tidakrangayomi kehidupan
mereka atau sebagian hukum Islam tersebut tidakgkmunagi dilaksanakan
secara praktis dan aktual karena kondisi zaman ¥yafal berubah karena
globalisasi dalam segala bidang. Perkembangan Iglabasangat berpengaruh
bagi pola kehidupan manusia untuk itu perlu menirggau mengkaji kembali
hukum yang ada agar dapat disesuaikan dengan keloutsanusia itu sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut, para ahli darekieméan hukum Islam
bermaksud mengkaji hukum Islam itu dalam kontekisirkan, hingga hukum
Islam itu bisa diandalkan pada masa kini sebaganm@@rumusan oleh para
mujtahid pada waktu itu®® Dengan melakukan pengkajian ularar@katul
tajdid) hukum Islam bermaksud mengembalikan aktualisasinlgerupaya
mengembalikan pada keadaan semula sehingga ial seagan barang baru. Hal
ini dengan cara memperkokoh sesuatu yang lemah,perbaiki yang usang,
menambal yang rusak atau retak, sehingga kembaldekati pada bentuk yang
pertama.

Tujuan pokok hukum Islam adalah untuk mewujudk@amé#slahatan.
Peranan maslahat dalam menetapkan hukum Islam teEdngdominan dan

menentukan, sebab Al-Qur'an dan sunnah sebagaieumlikum Islam sangat

®Abdul Manan. 2013.Reformasi Hukum Islam dindonesia Jakarta: Rajagrafindo
Persada, halaman 257.
®® |bid., halaman 258.
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memerhatikan prinsip kemaslahatan ini. Demikianajutgngan metodestibat
yang lain, sepertgiyas,istishlah, istishab, istidlah, sadz dzar’idhn ‘urf, juga
sangat memerhatikan kemaslahatan dalam mengemlimahgkam Islam. Oleh
karena itu, semua produk hukum Islam, baik yangumeber dari dalil yang
disepakati maupun dalil yang diperselisihkan, tigalkupun yang terlepas dari
prinsip untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. ls&hatan yang ingin
diwujudkan oleh hukum Islam bersifat universal,agjduniawi dan ukhrawi,
lahir batin, material spiritual, maslahat individan umum, maslahat hari ini dan
hari esolé?

Dalil hukum Islam yang disepakgtimhur ada empat macam, yaitu Al-
Qur'an, sunnah rasul atau hadist, ijma’ dan giydereka juga sepakat bahwa
dalam memepergunakan dalil hukum tersebut haruerglipakan secara
berurutan. Para ahli hukum Islam berbeda pendajgatiimbul masalah didalam
masyarakat sedangkan giyas tidak dapat menyelasaiRasalah tersebut.
Terhadap hal ini muncullah dalil hukum yang laitase empat tadi. Dalil-dalil
yang paling menonjol adalaistislah atau maslahah, istihsan, sadz dzari’ah,
istishab, mazhab shahabi, syar'un ma gabldaa‘urf.

Status dari kehujaan dari dalil hukum ini masihada diperselisihkan
oleh para ahli hukum Islam, sebagaimana mereka mdsng dalil hukum
tersebut merupakamujjah dalam mengistinbath hukum, sedangkan sebagian lagi
tidak memandang sebagian dalil hukum yang dapargiymakan sebagai dalil

istinbath hukum dalam mengahadapi persoalan mdsataMaslahah mursalah

%2 |bid., halaman 259.
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danmaslahah mulghami merupakan dalil hukum yang status kehujaanngaim
diperselisinkan oleh para ahli hukum Islam. Disiakan dicoba untuk
menganalisis masalah tersebut secara logis, sistedam faktual, sehingga dapat
diketahui kedudukan kedua masalah tersebut seltegai hukum yang dapat
dipergunakan dalilnya untuk mengistinbath hukunmansldalam memecahkan
masalah kontemporer dewasa‘hi.

Hasbi ash-shiddieqy menyebutkan beberapa karaktehskum Islam
dikutip dari reformasi hukum Islam di Indonesia fol&bdul Manan vyaitu
sempurnat@’amul), harmonis \fasathiyd, dan dinamisHarakal. ®** Muhammad
ali al-Sayih mengemukakan bahwa karakteristik huklgiam yang paling
menonjol ada tiga, yaitu tidak menyusahkan danlsetenghindari kesusahan
dalam pelaksanaannya, menjaga kemaslahatan matarsiselalu melaksanakan
keadilan dalam penerapannya. Sedangkan Abdul Bhsir Muhammad
mengatakan bahwa pakar hukum Islam berbeda-beda aaényebutkan macam
karakteristik hukum Islam, tetapi maksudnya sanrataiak keluar dari prinsip-
prinsip  yang tersebut dalam Al-Qur'an surat AkaA (7):157, yang intinya,
yaitu tidak susah, sedikit beban, berangsur-anggia, kelonggaran, dan sesuai
dengan kemaslahatan umum.

Dari pembahasan terdahulu terlihat bahwa yang rderjakikat dari
disyariatkan (diundangkan) hukum Islam itu adalatuki menjamin terwujudnya

kemaslahatan manusia secara pasti, baik di durugumaakhirat. Oleh sebab itu,

63/bid., halaman 260.
®Ibid., .halaman 95.
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apapun bentuknya, semua hal yang membawa mudharas ldihindari atau
dicegah terjadinya pada manusia dengan prinsipegahan.
C. Akibat Hukum Dari Pelaksanaan Pernikahan Perempuan Yang

Masih Dalam Masalddah

Pernikahan merupakan salah satu perbuatan hukulam daelakukan
sebuah perbuatan hukum tentu akan melahirkan akibleim. Akibat hukum
adalah akibat yang akan diberikan oleh hukum atasusperistiwa hukum atas
pebuatan dari subjek hukuthPernikahan juga merupakan salah satu bentuk dari
perjanjian, karena dalam pelaksanaan pernikahams heglanya perjanjian atau
akad yang dilaksanakan oleh pihak yang melangsungkanikahan. Menurut
ulama Figih setiap akad mempunyai akibat hukunuy@itcapainya sasaran yang
ingin dicapai sejak semula. Akad bersifat mengbadi para pihak yang berakad
termasuk akad yang dilangsungkan dalam pernikdbatam hal ini akad tidak
boleh dibatalkan kecuali disebabkan oleh hal-habydibenarkarsyara’, seperti
terdapat cacat pada objek akad atau akad tidak mémealah satu rukun atau
syarat akad®

Paradigma mengenai akibat hukum terhadap perkawingang
dilaksanakan sebelum berakhirnya makklah setelah perceraian setelah
perceraian dapat ditinjau melalui dua perspektikumu yang berbeda. Apabila
dikaji secara komperhensif akibat hukum perkawingang dilangsungkan

sebelum berakhirnya mak#dah dalam perspektif hukum Islam mestilah pertama

% Marwan Mas. 2004Pengantar lImu HukunBogor: Ghalia Indonesia, Halaman 39.
% Meri Periyanti. “Akibat Hukum Perjanjian (Akad) Ba erminasi Akad”. Dalam Jurnal
Proposal 9 April 2018
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kali melihat nashnya dalam Al- Quran tepatnya pautah Al-Bagarah ayat 228

yang bunyinya:

GG o el Uaa U Smie ' B30 {yetily (joan jiy CBTLATT
alll 240 mu‘*’;,su\ Ol Al GG
Jie Tals Ipdta) To010 1) @l 8 ad s Gal Tedl i

LKA e AN AR fale JT el fale il
YYA

228. Perempuan-perempuan yang ditalak handak&tainan diri
(menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka negnlgunyikan apa
yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika merekaiinan kepada Allah
dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak memyakdalam masa
menanti itu, jika mereka (para suami) menghendakiah. Dan para
perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kawaja menurut
cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempusgai tingkatan
kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Pekdagi Maha
Bijaksana

Adapun sebab turunnya ayat tersebit :

Abu Dawud dan Ibnu Hatim meriwayatkan dari Adoiati Yazid
ibnus-Sakan al-Anshariyah, dia berkata, "saya dicggada zaman
Rasulullah Saw. Dan ketika itu belum ditetapkimidah untuk para
perempuan yang dicerai. Maka Allah Swt. menurunkadaah untuk
perempuan-perempuan yang dicerai, yaitu firman-Nya:

“dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan dmereka
(menunggu) tiga kali quru”

Ats-Tsa'labi, Hibbatullah bin Salamah dalam kitn-Naasikh dan
Mugatil meriwayatkan bahwa pada masa Rasulullah. SBma’il bin
Abdullah al-Ghifari mencerai istrinya, Qatilah, ddia tidak tahu bahwa
istrinya sedang hamil, maka dia pun merujuknya lkadmlalu istrinya
tersebut melahirkan, namun anaknya meninggal duvieka turunlah
firman Allah Swt.,

“dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan dmereka
(menungu)tiga kali quru”

7 Mardani. 2011.Ayat Ayat Tematiklakarta: Rajagrafindo Persada, halaman 45.
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Apabila dilihat dalam Al-Quran, tidak dibenarkdmagi perempuan-
perempuan yang sedang dalam menjalani mddah untuk bersuami lagi.
Ketentuan mengenai keharaman nikah dalam nhddah ini juga disebutkan
dalam KHI BAB VI pasal 40 huruf b tentang larangeawin, bahwa dilarang
melangsungkan perkawinan baru dalam nagah®®

Sedangkan dalam KHI tentang perkawinan yang dilakikan saat dalam
masalddah oleh perempuan yang ditinggal suaminya diatur feedaXI tentang
batalnya perkawinan, yakni pada pasal 71 tentangiapgnan yang dapat
dibatalkan poin c yaitu perempuan yang dikawimyata masih daladddahdan
suami lain®®

Hukum perkawinan tanpa menunggu berakhirfd@ah oleh perempuan
setelah bercerai, baik cerai mati ataupun ceraipghdblam kajian hukum Islam
maupun Undang-Undang Perkawinan juga Kompilasi lruksiam di Indonesia
adalah tidak sah. Dalam hukum Islam telah termaldalam Al-Qur'an dan
Hadist serta pendapat para imam mazhab yang mebalata Ulama Figih
sepakat bahwa tidak boleh bagi pria lain (selaemsnya) menikahi perempuan
yang sedang dalam malsllahbaik karena talak atau karena ditinggal mati suami
atau fasakh atau nikadyubhat Sama saja talataj’| atau talakbain sughraatau
bain kubrotujuannya untuk mennjaga nasab dan memeliharapgacampuran

dan menjaga hak suami pertama. Apabila akad nikedaklan pada magddah,

®8Jjauharataun.” Hukum Pernikahan Janda Dalam Méd@alh Menurut Pandangan
Ulama Palangkaraya"Dalam Jurnal Studi Agama Dan Masyarak&blume 12 Nomor 12 2016,
halaman 161.

%9 Moh. Ali. 2017. "Perkawinan Tanpa Menunggu Berafyia Idah Bagi Perempuan
Yang Bercerai Dibawah Tangan Perspektif KonstruBesial’, Tesis Program Pascasarjana,
Program Magister Ahwal Al Syakhsiyah Universitasahs Negeri Maulana Malik Ibrahim,
Malang, halaman 59.
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maka keduanya harus dipisah. Ulama berdalil derfgaman Allah QS. Al-

Bagarah 2:235

PEIPATE P U (B PR ) uﬁmﬁmeﬂacuguj
U P FA A A U o ,;gj; N 0T A ole S8
dn s \S:ff 3%e Va3t Uy 9hcag b 15068 140608
1},&\3%")3\3?&@ PERPRASPU I R PA S PEAN S|

VYo ada ) gie alli o

235. Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perampua
perempuan itu dengan sindiran atau kamu menyemkamyikeinginan
mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahdnwzakamu akan
menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlahukemengadakan
janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecakédar mengucapkan
(kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janigadanu berazam
(bertetap hati) untuk beragad nikah, sebelum halidahnya. Dan
ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yangdatem hatimu;
maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwahAllaha Pengampun
lagi Maha Penyantun
Imam Malik dalam Al-Muwatta’ meriwayatkan sebuah atsar

(perkataan/perbuatan sahabat) dimana Tulaihah Adifah istri dari Rasyid As-
Tsagafi ditalak oleh suaminya lalu Tulaihah menikahgan pria lain dalam masa
Iddah Lalu Umar Bin Khattab memukulnya dan memukul sugan dengan
beberapa pukulan dan menceraikan keduanya. Umarbkkata “perempuan
mana saja yang menikah saat makdah yang tersisa dari suami pertama lalu
(setelah selesai maki#dah) apabila berkehendak maka si pria boleh melamar da
menikahinya. Tapi apabila sudah terjadi hubungaamsistri, maka harus

dipisahkan lalu si perempuan menyelesaikan riddkazh dari suami pertama, lalu
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melakukanlddah dari yang kedua lalu tidak boleh menikah dengaa g&dua
selamanya™’

Meninjau kembali hasil wawancara dengan beberapebllyang menjadi
subjek penelitian, yang penulis kutip dari jurnalkddm Pernikahan Janda dalam
masa Iddah Menurut Pandangan Ulama Palangka Raya oleh Jaabaragang
menjadikan subjek penelitiannya sebanyak lima supgng pendapatnya dapat
disimpulkan secara umum memiliki kesamaan pendaglatva pernikahan janda
dalam mas#&ddahadalah bersifat batal dan hukumnya haram, diginufis hanya
memaparkan dua pendapat saja dari kelima yang dienjajek penelitiart

Pertama yang menjadi subjek penelitian yang bernbistadz Yamin
Mukhtar sebagai ketua FKUB Provinsi Kalimantan Tamgsecara umum
memberikan pendapat tentang hukum perkawinan jdaldan masaddah adalah
tidak sah. Ustad Yamin mengatakan masalah perkawtatak daniddah sudah
rinci dijelaskan dalam Al-Quranlddah menjadi hal yang sangat penting,
sehingga jika terjadi perkawinan sedangkddah yang dijalani belum habis,
maka perkawinannya tidak sah. Kondisi perempuary yaasih menjalani masa
Iddah itu akan menjadi penghalang baginya untuk menikagi lkarena
perempuan yang tengah menjalankan méddah talak raj’l merupakan
perempuan yang tidak boleh dipinafigSeperti yang termaktub dalam ushul
Figih terdapat dalil-dalil hukum yang salah satungealahgiyas. Qiyasterbagi
menjadi empat macam, dan salah satunya adagiydis aulawi Jika dalam

menentukan hukum pernikahan perempuan yang maddmdaasalddah

"Ibid., halaman 56.
" JauharataurOp. Cit.,halaman 163.
2 bid.
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menggunakamjiyas aulawj maka hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Hukum
ini di giyas kan dengan larangan meminang perempuan dalam Icidah saja
tidak boleh apalagi menikahinya.

Subjek penelitian yang kedua yaitu Ustadz Chaimudtthlim menyatakan
bahwa perkawinan janda dalam maddah berdasarkan ketentuan yang sudah
ada mengaturnya, jadi dalam hadiahini tidak ada toleransi terhadap kewajiban
Iddah dan perhitungannya. Karernddah adalah salah satu ibadah wajib bagi
perempuan yang menyandang status janda dalam pedwartinya ketentuan-
ketentuan Allah Swt. mengenai Figih ini tidak bolellanggar. Apabila
perkawinanfasid sepertiini terjadi, maka akibat hukum baru akan datanglakt
hukum yang sebelumnya dilanggar, seperti status, aveis, dan sebagainya.

Selain itu dapat ditinjau dari peristiwa-peristiwang terjadi dalam hal
perkawinan yang dilangsungkan masih dalam mddah ditinjau dari hukum
positif yang dimana pengadilan agama memberikamuspat terhadap kasus
perkawinan yang dilangsungkan dalam méddah, seperti berdasarkan hasil
penelusuran yang dilakukan oleh penulis dikutip glanal Hukum Pernikahan
Janda Dalam Masalddah Menurut Pandangan Ulama Palangka Raya oleh
Jauharatun yaitu meliputi dari sebuah skripsi aggmmahasiswi Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Tulunggagung bernama Fyna Kbhaimisa Rahmawati
dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Disp&nktenikah dalam Masa
Iddah (Studi Kasus Putusan Nomor 005/Pdt.P/2013/PA. iTRethgadilan Agama

Tulunggagung, yang di dalam penelitiannya juga nadmb permohonan seorang

Ibid., halaman 167.
"Ibid., halaman 164.
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janda untuk melakukan perkawinan, namun ditolakalpiKUA karena masih
dalam masdddah Kemudian perempuan janda tersebut mengajukangbenman
dispensasi perizinan perkawinan dalam mikih dikarenakan dirinya hamil
(dengan kekasihnya) pada Pengadilan Agama setempatun tetap ditolak
karena harus menyelesaikigidah terlebih dahuld®

Pada dasarnya, aturan-aturan yang mengatur merigéaan perkawinan
yang dilangsungkan sebelum habismgdah selain daripada suaminya, baik itu
dalam hukum Islam maupun hukum positif yang berldkindonesia mengenai
masalah perkawinan melarang adanya perbuatan gers&amun apabila
mengacu pada pembahasan mengenai transformasi hybasa bagian
sebelumnya, dan mengacu pada tujuan yang menaalsadap hukum (termasuk
hukum Islam) yang poin pentingnya adalah untuk rmemgari kemudharatan dan
demi tercapai kemaslahatan para subjek hukum yalasyarakat maka hal-hal
yang sifatnya dapat menjadi bahan pertimbangan pehalisis lebih lanjut lagi.

Pada aturan-aturan yang termaktub dalam Al-Qurizngenailddah
yang mefadi nash dan/atau landasan hukum terkdadtah perlu dipahami secara
komprehensif terkait hikmah dan tujuan diadakaridgah. Apabila diberlakukan
secara pragmatis mengenai ketentislalah pada hukum positif yang berlaku saat
ini, maka permasalahan-permasalahan yang nantinyeuhdan seiring waktu
terus berkembang seperti tingkat kebutuhan hidupm y@emakin hari semakin
meningkat, kebutuhan akan pemenuhan lahir dan batmjadi tantangan

terhadap aturan hukum positif yang berlaku itu sendada umumnya keadilan

7 Ibid., halaman 162.
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merupakan penilaian yang hanya dilihat dari pihakgy menerima perlakuan
saja’® Jika ditinjau makna keadilan dari akibat hukum g/amrus diterima
seorang perempuan yang melangsungkan perkawinpa tagelalui masaddah,
yang niat dan tujuan perbuatan hukum yang dilakafamdemi menghindari hal-
hal yang dilarang lainnya semisal zina, dan/atailgbe seks bebas, namun pada
akhirnya haruslah dibatalkan terhadap perkawinaseleit, maka rasa keadilan
dinilai sudah tidak bersesuaian sesuai dengan pgadaSudikno Mertokusumo
diatas.

Rasa keadilan yang timbul dari sebuah akibat hu&tas penerapan suatu
aturan hukum menjadi hal terpenting atas pembealalaiuran tersebut. Sebuah
aturan hukum diciptakan pastilah memiliki dasar tlgnannya tersediri. Tujuan
hukum menurut Roscoe Pound dalam buku Pengantar Hokum Muhammad
Sadi, disebutkan bahwa dalam bidang hukum Pound bagimkepentingan
manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga jenisknya Public Irnterest
(kepentingan umum)Sosial Interest(kepentingan masyarakat), ddfrivate
Interest(kepentingan pribadi). Hal tersebut menggambasdgabila dalam situasi
yang memungkinkan demi menghindari suatu permasaldiaru, dan demi
melindungi kepentingan umum dan masyarakat tergauly dikembangkan dan
dianalisis secara komprehensif mengenai dampaksdatu akibat hukum yang
tersebut. Van Apeldoorn mengemukakan untuk mengegrgaulan hidup secara
damai, mengatur tata tertib dalam masyarakat setzrai dan adil merupakan

tujuan hukum itu diadakan. Maka akibat dari suaturaam hukum tersebut

*sudikno Mertokusumo. 2008engenal Hukum suatu Pengant¥iogyakarta: Liberty,
halaman 78.
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haruslah mencerminkan keadaan yang digambarkarsetalang Apeldoorn demi
terciptanya rasa damai dan adil yang dicita-citakZina merupakan salah satu
perbuatan yang jelas dilarang termasuk dalam hutositif di Indonesia. Maka
ketika sebuah aturan baru yang kondisional dibederi menghindari hal-hal
semisal zina tersebut walaupun secara konteksawakbrangan dengan nilai dan
norma lainnya mengenkddah tentu perlu kembali dipikirkan apakah hal tergebu
memungkinkan untuk tujuannya mencapai hukum yaladp icita-citakan dalam
tujuan hukum.

Kajian mengenai tujuan hukum dalam mengatasi psatahan dilematik
hukum antar norma-normanya yang saling bertentangemjadi penting
mengingat hukum juga memiliki fungsi-fungsi hukusrsendiri. Maka apabila
mengkaji mengenai dampak dari akibat hukum, sedaim tujuan hukum yang
perlu dilindungi, fungsi hukum juga menjadi aspe&nfing keberadaannya.
Fungsi hukum diciptakan agar hukum dapat berjakam leerfungsi dengan baik
demi tercapainya tujuan hukum itu sendiri. MenWRudolf Van Lhering yakni
:77

a. Untuk mencapai tujuan masyarakat yaitu pengendabaral
b. Untuk melayani kepentingan masyarakat dalam pesgile konflik

Untuk mencapai tujuan masyarakat hukum diciptakserdasarkan
kebutuhan-kebutuhan pada masyarakat itu sendirk $alamanya suatu
kebutuhan masyarakat pada masa waktu tertentu dedaku pula dikemudian

hari pada waktu dan situasi yang berbeda. Kaidataekehukum yang harus pula

"Muhammad Sadi. 201Pengantar llmu Hukumlakarta: Kencana, halaman 181.
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disesuaikan dalam keadaan-keadaan situasional diteamahukum memiliki sifat
elastis namun mengikat. Maka pada uraian meng&mwai perubahan hukum
dengan menggunakan aspek-aspek yang telah disebytkk sebelumnya
menjadi hal penting guna mengulas keberadaan hyleng berlaku saat ini dan

menilainya sesuai fungsi dan tujuan hukum.



BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

1. Tinjauan hukum Positif dalam hal ini mengacu padaaa dalam Pasal 11
Undang-Undang Perkawinan dan aturan pelaksanamadep perihal
masalddah seperti dijelaskan tentang waktu tunggu diaturrdafasal 39.
jika dikaji berdasarkan ketentuan Undang-Undangkd@®enan, sesuai
pasal 39 telah diatur bagaimana seorang peremparaebut haruslah
semestinya menjalahidahseperti yang sudah diatur. Hal ini diselaraskan
dengan ketentuan, 153 Kompilasi Hukum Islam yanggatir mengenai
hal tersebut. Dalam Al-Quran syariat mengefddah terdapat dalam
surah Al Bagarah ayat 228, ayat 234. Namun dalaninhaeperti pada
kasus yang disebutkan tersebut, alasan-alasan méakahami mengenai
aturan hukum tersebut dan agamanya, hingga faltonoeni menjadi
hambatan dan penyebab terjadinya kasus-kasusuéerseb

2. Hukum Islam terbagi menjadi dua bentuk yaitu hukslam yang bersifat
tetap dan yang bersifat elastis. lbnu Qayyim mekamt bahwa
transformasi hukum mestilah diiring oleh transfosmaaman. Adapun
faktor-faktor transformasi hukum tersebut adalaktdia zaman, tempat,
situasi, niat, adat. Namun demikian, apabila faki@mman sebagai salah
satu faktor untuk melakukan perubahan hukum meniomd Qayyim,
terhadap topik penelitian yang berkaitan denganantiddah ada sedikit

banyaknya mestilah dikaji bersamaan dengan fakiiof lainnya. Jika

82
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dikaji dan dikorelasikan keduanya maka haruslarsdseraian dengan
tujuan hukum Islam yakni menurut As-Syathiby dal&itabnya al-
Muwafaqat fi ushul al-syari'ah mengemukakan bahwa tujuan pokok
disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatamusia baik di
dunia dan akhirat.

Hukum perkawinan tanpa menunggu berakhirfd@ah oleh perempuan
setelah bercerai, baik cerai mati ataupun ceraipghithlam kajian hukum
Islam maupun Undang-Undang Perkawinan juga KomgHakum Islam

di Indonesia adalah tidak sah.

B. Saran

1.

3.

Walaupun ketentuan mengenaidah merupakan ketentuan yang telah
diatur dalam Al-Quran dan merupakan ketetapan Mllaamun dalam
kajiannya perkembangan hukum itu sendiri dalam nketig
perkembangan zaman harus terus dilakukan.

Dengan melihat berbagai macam peristiwa yang tepada era sekarang
ini salah satunya seperti kajidddah ini sebaiknya hendaklah para
mujtahid-mujtahid serta yang berkaitan lainnya yargmiliki wewenang
untuk melakukan peninjauan dan pengkajian sertasfibtamasi hukum
melalaui fatwa-fatwanya terutama dalam hal mddahini.

Walaupun pada akhirnya untuk hukum yang berlaku s@aapabila
perkawinan dilangsungkan sebelum berakhirnya rddah itu tidak sah
menurut hukum Islam dan hukum positif, dalam hahendaklah apabila

nantinya dkaji oleh para mujtahid terhadap pernadisad ini, kelak
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sebaiknya hukum yang mengatur memberikan keadigpada seorang
perempuan yang melangsungkan perkawinan tanpaunetalsalddah,
yang niat dan tujuan perbuatan hukum yang dilakaykan demi
menghindari hal-hal yang dilarang lainnya semiga,zdan/atau perilaku

seks bebas serta alasan-lasan tertentu lainnya.
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